PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DAN JAMINAN SOSIAL
TERHADAP KARYAWAN DI P.T. RIKIO INDONESIA
PURWODADI, PASURUAN

—

A figy P~
SKRIPSI / W |7 W Perpustakaa

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Jember

~>
Laext—2mis ! Hiand
: Pembeliag 2Y6.02
Tah g7 JuL 2008 FIR
Oleh : Ny, 4 =D P
&/
ILSA FIRDAUSIA
NIM : 990710101053
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL |
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM ;
2003 t



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DAN JAMINAN SOSIAL
TERHADAP KARYAWAN DI P.T. RIKIO INDONESIA
PURWODADI, PASURUAN



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DAN JAMINAN SOSIAL
TERHADAP KARYAWAN DI P.T. RIKIO INDONESIA
PURWODADI, PASURUAN

Oleh :

ILSA FIRDAUSIA
NIM. 990710101053

Pembimbing :

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing :

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTTO

“ Jangan menggantungkan diri pada keberuntungan

melainkan pada tindakan “

- Publilius Syrus (Willam L. Rivers, 1994:29)
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RINGKASAN

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting bagi terselenggaranya
pembangunan nasional di Indonesia. Dasar konstitusional yang mengatur tentang
Ketenagakerjaan tersebut dicantumkan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan vang pertama kali berlaku
adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun1954 Tentang Perjanjian Perburuhan Antara
Serikat Buruh Dan Majikan vang kemudian dinvatakan tidak berlaku dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 l'entang Ketenagakerjaan
vang telah disesuaikan dengan suatu falsafah Hubungan Industrial Pancasila.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang ketenagakerjaan tersebut
kemudian dicabut bersamaan dengan dikeluarkannva Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Juga beberapa peraturan perundangan lain
yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan
ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan hubungan kerja di P.T. Rikio Indonesia, berpedoman
pada Peraturan Perusahaan vang telah dibuat oleh pengusaha. Berdasarkan hal
tersebut, maka permasalahan yang timbul adalah tentang pelaksanaan perjanjian kerja
di P.T. Rikio Indongga, pelaksanaan pemberian jaminan sosial serta upava
penyelesaian jika terjadi perselisithan dalam hubungan Kerja antara tenaga kerja
dengan pengusaha di P.T. Rikio Indonesia.

Metode penulisan dalam skripsi mi dilakukan melalui pendekatan masalah
dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Sedangkan sumber data dan
pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah wawancara dan studi literatur
Dalam melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif
yang kemudian menarik kesimpulan dengan metode deduktif’

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori Juga telah dituangkan dalam

tulisan ini sebagai bahan untuk membahas permaslahan, sehingga dapat diambil

kesimpulan vang menerangkan bahwa Peraturan Perusahaan di P.T. Rikio Indonesia
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merupakan dasar dalam melaksanakan hubungan kerja, pemberian Jaminan sosial,
penetapan upah dan hari kerja serta upaya penyelesaian jika terjadi keluh kesah dan
atau perselisihan antara lenaga kerja dengan pengusaha di P.T. Rikio Indonesia.

Sedangkan dalam pembahasan  dapat diterangkan bahwa pelaksanaan
perjanjian kerja di P.T. Rikio Indonesia menggunakan standar kontrak sehingga para
calon Karyawan tinggal menandatangani saja formulir vang telah disediakan oleh
Perusahaan. Pada pemberian jaminan sosial tenaga Kkerja, P.T. Rikio Indonesia
mewajibkan semua karvawan vang berusia dibawah 55 tahun mmengikuti program
JAMSOSTEK. Untuk upava penyelesaian perselisihan vang terjadi di P.T. Rikio
Indonesia telah diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. Rikio Indonesia.

Adapun saran-saran vang dapat penyusun berikan disini adalah agar suatu
hubungan kerja vang lebih harmonis dapat tercipta hendaknva pihak pekerja dengan
pengusaha/pihak  perusahaan bersama-sama  berusaha lebth  mematuhi  dan
melaksanakan perjanjian kerja vang telah mereka sepakati bersama secara murni dan

konsekuen

VIl
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1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang sedang dilaksanakan bangsa Indonesia dewasa ini adalah
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya.  Pembangunan ini terutama ditujukan kepada rakyat kecil yang
merupakan golongan terbesar dari masyarakat Indonesia. Hakekat pembangunan
untuk rakyat banyak inilah yang merupakan upaya untuk terpenuhinya kebutuhan
material dan spiritual dari kebutuhan pokok manusia. Maka kebutuhan akan
pekerjaan merupakan hal yang pokok, karena dengan bekerja orang akan dapat
memenuhi segala kebutuhan tersebut. Berkenaan dengan ini khususnya kaum pekerja,
tujuan pekerja melakukan pekerjaan untuk mendapatkan imbalan berupa uang sebagai
upah yang cukup untuk membiayai kehidupan keluarganya, yaitu penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan. Namun dalam kenyataannya masih banyak kaum pekerja
yang hidupnya kekurangan karena mereka Kurang mendapat perlindungan terhadap
tindakan para pengusaha.

Demikian juga masalah pemberian jaminan terhadap hal-hal yang dapat
mengakibatkan pekerja tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan pekerjaannya
yang berupa jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan hari tua,
jaminan meninggal dunia kurang mendapatkan perhatian yang semestinya dari
sebagian para pengusaha. Oleh karena itu perlindungan terhadap pekerja haruslah
semakin dikembangkan untuk mencegah adanya perlakuan yang tidak adil dari para
pengusaha. Bahkan pada sisi lain aspek perlindungan ini harus memberikan
keseimbangan antara kepentingan pihak pengusaha dan kepentingan para pekerja
pada pihak lain dalam sama-sama menunjang kelancaran mekanisme perekonomian
negara.

Biasanya dalam setiap aktivitas perusahaan sering timbul berbagai masalah

perburuhan. Masalah tersebut biasanya berkisar pada sistem pengupahan vang dirasa
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kurang mencukupi kebutuhan hidup minimal, kurang lancarnya hubungan antara
pekerja dengan pengusaha serta adanya ikilm usaha yang belum mengarah pada
perluasan kesempatan kerja. Agar masalah tersebut diatas tidak timbul, maka
biasanya antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha sebelum melakukan usaha
produksi diadakan perjanjian Kerja, dimana daiam perjanjian itu mengenai besarnya
upah termasuk macamnya pekerjaan serta mungkin hal-hal lain vang berhubungan
dengan pekerjaan yang dianggap perlu oleh para pihak, karena pada dasarnya
perjanjian kerja bersifat terbuka. Dengan adanya perjanjian kerja, hak dan kewajiban
pekerja semakin jelas sehingga pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan tenang
dan akan terhindar dari tindakan para pengusaha yang semata-mata mencari
keuntungan yang besar tanpa memperhatikan nasib para pekerjanya.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja senantiasa dipengaruhi oleh
beberapa faktor yang sefalu mengelilinginya yang antara lain adalah kondis; kerja,
Jam Kerja, tempat kerja, peralatan kerja dan berat ringannya pekerjaan yang diberikan.
Semua itu bila tidak diperhatikan akan dapat mengakibatkan adanya resiko kerja yang
berupa kecelakaan kerja yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh kondisi
kerja perlu mendapatkan perhatian dari para pengusaha secara manusiawi.

Upaya perlindungan terhadap pekerja antara lain melalui perbaikan kondisi
Kerja, kesehatan, keselamatan kerja, perbaikan lingkungan kerja dan perlindungan
terhadap tenaga kerja wanita yang sesuai dengan kodrat dan martabatnya.
Keselamatan kerja dan kesehatan kerja diupayakan untuk mencegah dan mengurangi
terjadinya kecelakaan kerja sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, produktif
dan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dengan pihak pengusaha. Maka
melalui ketentuan-ketentuannya, pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas lain
kepada para pekerja dalam hal yang bersangkutan dengan kehidupannya yaitu berupa
ketentuan-ketentuan bagi pengusaha untuk memberikan jaminan sosial kepada
pekerjanya.  Pemberian jaminan  sosial tersebut dimaksudkan untuk menjamin

kepastian pendapatan dimana diberikan dalam hal pekerja kehilangan upahnya

dengan alasan diluar kehendaknya.
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Bertitik tolak pada uraian tersebut, maka masalah vang dibahas mendasarkan
pada penelitian yang dilakukan olch penulis tentang sistem perjanjian kerja dan
Jaminan sosial yang dilaksanakan di PT. Rikio Indonesia.

Agar pengertian dari judul lebih jelas, maka perlu diadakan pembatasan
pengertian dari judul tersebut.
| Perjanjian Kerja : suatu perjanjian vang diadakan antara pekerja dengan

pengusaha, dimana pekerja mengikatkan dirinva untuk bekerja dan mempunyai
hak untuk menerima upah, sebaliknya pihak pengusaha mengikatkan dirinva
untuk mempekerjakan pekerja serta berkewajiban untuk membavar upah:

2. Jaminan Sosial ' Jaminan yang menjadi hak pekerja berbentuk tunjangan berupa
uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang
hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan vang dialami oleh
pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin. harj tua, meninggal dunia.

(Sendjun H. Manulang, 1990:131)

G2

Karyawan : tenaga kerja vang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah
atau gaji dan telah memenuhi Persyaratan penerimaan tenaga kerja dan dalam
status hubungan kerja dengan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis
skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DAN
JAMINAN SOSIAL TERHADAP KARYAWAN DI PT. RIKIO INDONESIA
PURWODADI, PASURUAN™,

1.2 Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup pembahasan skripsi ini pada masalah yang berkaitan
dengan pelaksanaan perjanjian kerja, pelaksanaan pemberian jaminan sosial dan

upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam hubungan kerja antara tenaga kenja

dengan pengusaha di PT. Rikio Indonesia.
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1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang t(elah dikemukakan diatas, maka dapat
dirumuskan berbagai permasatahan yang berkaitan dengan perjanjian kerja dan
Jaminan sosial tethadap Raryawan P'1. Rikio indonesia sebagal berikui ;

i. Bagaimana peiaksanaan perjanjian kerja di PT. Rikio indonesia ?

(8% ]

Bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan sosiai terhadap pekerja di PT. Rikio
indonesia 7

5. Bagaimana upaya penyeiesaian jika terjadi perseiisihan daiam hubungan kerja

antara tenaga kerja dengan pengusaha di PT, Rikio indonesia 7

i.4 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi

menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

L4.0 Tujuan Umum
Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaiiu meliputi
L. Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yailu guna memenuhi salah saiu syarat
akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Jember,

o]

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum,

khususnya hukum perjanjian

1.4.1 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang penuiis maksudkan daiam penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut :
I Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Rikio
Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian jaminan sosial terhadap

pekerja di PT. Rikio Indonesia.
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3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam

hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha.

1.5 Metodologi Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode-metode tertentu baik untuk
mengumpulkan data, menganalisa maupun menarik kesimpulan. Metode-metode ini
digunakan dengan maksud agar diperoleh data yang obyektif, sehingga hasil
pembahasannya dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan

sebagai tulisan yang bersifat ilmiah, untuk itu penulis menggunakan metodologi

sebagai berikut

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan pendekatan masalah secara
yuridis sosiologis yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan dengan jalan pengamatan dan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data

murni dari berbagai pihak yang terkait yaitu P.T. Rikio Indonesia (Soemitro,
1990:34).

1.5.2 Sumber Data

Di dalam penulisan skripsi ini dipergunakan dua macam sumber yaitu :
1. Data primer
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui wawancara secara
langsung dengan sumbernya.
2. Data sekunder
Sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan

membaca dan mempelajari literatur dan peraturan  perundang-undangan yang

dapat menunjang dan mendukung pembahasan skripsi ini (Soemitro 1990 - 107).
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1.5.3  Metode Pengum pulan Data
Metode pengumpulan data vang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
menggunakan dua cara, vaitu -
[, Studi kepustakaan
Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori.
pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan  vang  berhubungan dengan
pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-
undangan, karya ilmiah para sarjana dan buku literatur yang berhubungan dengan

perjanjian dan jaminan sosial

2

Studi lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data vang bersifat primer yang dilakukan
dengan sistematis untuk memperoleh data yang valid secara langsung dan tatap
muka untuk menanyakan atau mendapat informasi dari pihak yang terkait
(Soemitro, 1990 - 98), dalam hal ini adalah PT. Rikio Indonesia vang diwakili
oleh Bapak Arif Yunianto, S.H.

1.5.4  Analisa Data

Dari semua data yang terkumpul tersebut lalu dianalisa supaya dapat
dipergunakan sebagai bahan bahasan yang memberi gambaran secara lengkap dan
jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan dan dibandingkan dengan berbagai
teori dan praktek yang ada di lapangan. Dalam analisa data seperti inl maka dalam
skripsi ini penyusun memakai metode deskriptif kualitatif, yaitu cara memperoleh
gambaran singkat suatu permaslahan yang tidak didasarkan atas angka-angka
bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku.
(Soemitro, 1990:98). Adapun untuk menarik kesimpulan, penyusun menggunakan
metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan

dan pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersitat khusus,
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2.1 Fakta

P.T Rikio Indonesia merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing yang
bergerak dalam bidang produksi sepatu keselamatan kerja (Safety Sneaker). P.T
Rikio Indonesia merupakan anak cabang dari Ricio Co, Ltd yang berpusat di Tokyo,
Jepang. Selain terdapat di Indonesia, anak cabang Ricio Co, Ltd Juga terdapat di
negara Korea Selatan, China dan Philipina. P.T Rikio Indonesia merupakan PMA
yang seluruh investasinya dimiliki oleh Ricio Co, Ltd yang mulai beroperasi di
Indonesia pada 1 Oktober 1999. Seluruh produksi dari P.T Rikio Indonesia adalah
untuk pasaran ekspor ke Jepang.

Lokasi kantor dan pabrik P.T Rikio Indonesia adalah terletak di Jalan Raya
Sentul Purwodadi, Pasuruan. Sumber tenaga kerja dari P.T Rikio Indonesia adalah
sebagian besar berasal dari keti ga desa yang mengelilinginya yaitu Desa Sentul, Desa
Parerejo dan Desa Purwodadi. Pertama kali berdiri P.T Rikio Indonesia mempunyai
jumlah karyawan sebanyak 80 orang namun sekarang sudah mencapai 512 orang.
Pelaksanaan proses operasional perusahaan di P.T Rikio Indonesia adalah
menggunakan instrumen peraturan perusahaan P.T Rikio Indonesia. Sebagai
pedoman pelaksanaan pengaturan perusahaan, Peraturan Perusahaan P.T Rikio
Indonesia ini telah disahkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan.

Pada tanggal 31 Maret 2003, pihak P.T. Rikio Indonesia yang diwakili oleh
Arif Yunianto, S.H. mengadakan perjanjian kerja dengan Gunawan Agung W.
dengan masa kontrak selama 3 (tiga) bulan dimana dalam masa tersebut apabila
pihak kedua (Gunawan Agung W) dipandang tidak mampu melaksanakan tugas-
tugas yang telah disepakati maka pihak pertama (P.T. Rikio Indonesia) berhak untuk
memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Hal ini termuat dalam Surat Perjanjian
Kontrak Kerja yang sudah tersedia dalam bentuk baku sehingga penerima kerja

apabila setuju dengan isi kontrak kerja dapat langsung menandatangani kontrak

tersebut.
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Mengenai jaminan sosial. P.T Rikio Indonesia telah memberikan jaminan
sosial sesuai dengan Undang-Undang vang telah dicantumkan pada peraturan
perusahaan. Pada P.T. Rikio Indonesia jaminan sosial diberikan kepada karyawan
vang berumur dibawah 55 tahun vang wajib diikutsertakan dalam program
JAMSOSTEK.

Pada tanggal 15 Agustus 2002 terjadi perselisihan antara karvawan P.T. Rikio
Indonesia dengan pihak pengusaha. Perselisihan itu timbul karena Karvawan tersebut
menggunakan surat-keterangan palsu (surat dokter) tanggal 13 Agustus-14 Agustus
2002 vang mana sebenarnva karyawan vang bernama Siti Ismawati tersebut tidak

datang berobat kedokter.

2.2 Dasar Hukum
Adapun dasar hukum vang dipakai sebagai pijakan dalam penulisan skripsi
ini yang berkaitan erat dengan masalah perjanjian kerja dan jaminan sosial adalah -
I Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 27 ayat (2) -
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain :
a. Pasal 1313
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
b. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat
sepakat mercka yang mengikatkan dirinya;
kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

suatu hal tertentu;

suatu sebab yang halal.

SRR

c. Pasal 1330

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :
I. orang-orang van ¢ belum dewasa:
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
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3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

d. Pasal 1601 a

Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak vang satu, si
buruh, mengikatkan dirinva untuk dibawah perintah pihak vang lain. si
majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan
menerima upah.

L

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a. Pasal | angka 1
Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti  sebagian  dari
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa
atau keadaan vang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit,
hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

b. Pasal 3 ayat (2)
Setiap tenaga kerja berhak atas Jaminan social tenaga kerja.

¢. Pasal 6 ayat (1)

Ruang lingkup program Jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-Undang ini
meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja:

b. Jaminan Kematian:

¢. Jaminan Hari Tua;

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Perjanjian Pada Umumnya
A. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
yaitu pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata vang mengandung
pengertian : “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

Beberapa pakar hukum memberikan pengertian tentang perjanjian, yaitu :
I. Subekti (1979:1) menyatakan : “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

untuk melaksanakan suatu hal”

.Iw.)

St Soedewi Masychoen Sofyan (1982:8) menyatakan : * perjanjian adalah suatu

perbuatan hukum dimana seseorang mengikatkan dirinya terhadap seseorang atau
lebih™,

(]

Abdul Kadir Muhammad (1992:8) menyatakan : * perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk
melakukan hal dalam lapangan kekayaan™
Berdasarkan pengertian perjanjian diatas. bisa diambil kesimpulan bahwa
kedudukan antara para pthak yang mengadakan perjanjian  adalah sama dan
seimbang. karena didalamnya ditentukan bahwa saty orang atau lebih mengikatkan
dirinva terhadap satu orang atau lebih. Hal ini akan berlainan Jjika pengertian
perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan didalam perjanjian kerja.
Menurut Abdul Kadir Muhammad (dalam Djumadi. 1992: 10) dalam bukunya
yang berjudul Hukum Perikatan. antara lain disebutkan bahwa didalam suatu
perjanjian termuat beberapa unsur, vaitu :
a. Adanya pthak-pihak
Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak
bertindak sebagai subjek perjanjian tersebut. Subjek mana bisa terdiri dari
manusia atau badan hukum. Dalam hal inj para pihak yang terdiri dari manusia,
maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan
hukum.
b.  Adanya persetujuan antara para pihak
Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu
perjanjian haruslah diberi kebebasan untuk mengadakan bargaining atau tawar-
menawar diantara keduanva, hal ini biasa disebut dengan azas konsensualitas
dalam suatu perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan dan

tipuan.
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Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyal satu atau beberapa tujuan tertentu yang
ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai, baik
vang dilakukan sendiri maupun pihak lain yang dalam hal ini mereka selaku
subjek dalam perjanjian tersebut

Ada prestasi vang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, vang
satu sama lainnyva saling berlawanan Apabila pihak vang satu berkewajiban
untuk memenuhi suatu prestasi. maka bagi pihak yang lain hal tersebut adalah
merupakan hak. dan begitupun sebaliknya.

Ada bentuk tertenty

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lesan atau tertulis, dalam hal suaty perjanjian
yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta, maka akta tersebut bias
dibuat secara outhentvk maupun wnderhands. Akta yang dibuat secara outhentvk
adalah akta perjanjian vang dibuat oleh para pihak dihadapan seorang pejabat
umum yang diberi wewenang untuk itu.

Ada syarat-syarat tertentu

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada Syarat-svarat tertentu, karena
dalam suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata ayat satunya menentukan bahwa suaty perjanjian  atau
persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Dan agar suaty perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian
yang sah, adalah bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat

tertentu.

B. Syarat Sahnya Perjanjian

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan di dalam pasal

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa -

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
- Sepakat mereka yang mengikatkan diri:

. kecakapan untuk membuat suaty perjanjian;

. Suatu hal tertentu:

- Suatu sebab yang halal.

IS S U R —
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Dalam mengetengahkan keempat syarat yang diperlukan di dalam perjanjian
tersebut agar lebih jelas maksud dan tujuannya, maka dalam kesempatan ini akan
diuraikan masing-masing syarat tentang syarat sah suatu perjanjian, dapat diuraikan
sebagai berikut :

a. scpakat mereka yang mengikatkan diri
Maksudnya adalah kedua belah pthak atau para pihak yang mengadakan
perjanjian tersebut haruslah bersepakat, setuju, seia sekata atas hal-hal vang
diperjanjikan. Dengan tanpa ada paksaan. kekeliruan dan penipuan. Karena itu
manakala hal-hal tersebut telah terpenuhi . maka kata sepakat vang merupakan
unsur utama dan empat syarat dalam suatu perjanjian tersebut telah terpenuhi.

b. kecakapan untuk membuat suatu perjan)ian
Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada
azasnya, setiap orang vang sudah dewasa dan sehat pikirannya. adalah cakap
menurut hukum. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
disebutkan bahwa -

Tidak cakap untuk membuat suaty perjanjian

| orang-orang yang belum dewasa-

mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan
sémua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang  membuat
perjanjian-perjanjian tertentu.

W 1o

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka mereka yang termasuk dalam
kriteria tersebut diatas tidak bisa membuat suatu perjanjian, dan sebaliknya jika
mereka tidak termasuk dalam ketiga kriteria tersebut, maka mereka mempunyai
hak untuk membuat suatu perjanjian.
€. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah yang di dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan
dan disepakati. Barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus ditentukan
jenisnya, tidak menjadi halangan bahwa jumlah barangnya tidak tentu asalkan

jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.
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d. suatu sebab yang halal
Menurut Undang-Undang sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh
Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat-syarat perjanjian, dapat dibedakan menjadi dua macam Ssyarat, vaitu:

1. Syarat Subyektif
Maksudnya karena menvangkut mengenai suatu subjek yang dipersyaratkan. Di
dalam hal ini termasuk Svarat-syarat dalam huruf a dan huruf b. vaitu tentang
Svarat-syarat sepakat antara pihak yang mengikatkan diri dan svarat tentang
kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Apabila yang tidak terpenuhi adalah
svarat-syarat subyektif, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian
mempunyai hak untuk memohon kepada hakim untuk membatalkan perjanyian
tersebut.

2. Syarat Obyektif
Maksudnya adalah objek yang diperjanjiakan tersebut, vaitu vang termasuk
dalam syarat-syarat ¢ dan d. dalam hal ini tentang syarat suatu hal tertentu dan
suatu sebab yang halal. Apabila vang tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian
adalah syarat obyektif. maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum,
karenanya tujuan para pihak untuk membuat suatu perjanjian menjadi batal. Hal
i karena objek yang diperjanjikan batal, maka perjanjian tersebut secara
otomaus batal demi hukum.

C. Azas-azas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa azas penting yang perlu

diketahui. Azas-azas tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini, yaitu -

a. azas kebebasan berkontrak atau open system
Sistem terbuka yang mengandung suatu azas kebebasan berkontrak membuat
perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan
dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka vang membuatnya”.
Berdasarkan dari perkataan “semua”, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan
suatu pernyataan kepada masvarakat bahwa kita diperbolehkan membuat

perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan penjanjian itu akan mengikat



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

14

mereka vang membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengan perkataan lain.
dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi din kita
sendiri.

b. azas konsensual atau azas kekuasaan bersepakat
Menurut azas konsensualitas. suatuy perjanjian lahir pada detik tercapainya
Kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pthak mengenai hal-hal vang
pokok dari apa vang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah persesualan paham
dan kehendak antara dua pthak tersebut. Apa vang dikehendaki oleh pihak vang
satu. adalah juga vang dikehendaki oleh pthak vang lain Sepakat yang
diperlukan umtuk melahirkan suaty perjanjian dianggap telah tercapai, apabila
pernyataan yang dikeluarkan oleh suaty pthak diterima oleh pihak lain.

¢ azas itikad baik
Setiap orang yang membuat suatu perjanjian haruslah dibuat dengan itikad baik.
Azas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik subjektif dan itikad baik
objektif. Itikad baik subjektif diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam
melakukan suatu perbuatan hukum, apa yang terletak pada sikap batin seseorang
dalam waktu diadakan perjanjian tersebut. Itikad baik objektif yaitu pelaksanaan
perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai
dengan yang patut di masyarakat.

d. azas kelengkapan atau optimal system
Maksud dari azas inj apabila para pihak yang mengadakan perjanjian,
berkeinginan lain. mereka bisa menyingkirkan pasal-pasal yang ada dalam
undang-undang. Apabila tidak secara tegas ditentukan dalam suaty perjanjian,
maka ketentuan dalam undang-undanglah vang dinvatakan berlaky (Dyumadi.
1991:16).

2.3.2 Perjanjian Kerja
4. Subjek Hukum di dalam Perjanjian Kerja

Dalam dunia hukum. perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak. vaitu
sesuatu yang mempunvyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum (C.S.T.

Kansil, 1989-] 7).,
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hn

Subjek hukum terdiri dari -
I. manusia
2. badan hukum

Subjek hukum yang terdapat di dalam perjanjian kerja adalah
1. buruh

8]

- majikan

Dalam perjanjian kerja mempunyal konsekuensi bahwa orang vang berada di
bawah pimpinan orang lain atau bekerja pada majikan dengan menerima upah
disebut buruh, sedangkan orang yang memimpin atau mempekerjakan buruh dengan
memberi upah disebut majikan.

Pengertian buruh maupun majikan disini masih dalam pengertian  pada
umumnya, maksudnya setiap orang yang mengadakan perjanjian kerja maka orang
vang di bawah pimpinan orang lain disebut sebagai buruh. sedangkan oranga yang
memimpin disebut majikan. Sebagai contoh : pembantu rumah tangga vang bekerja
pada keluarga Pak Narto. Orang akan menyebut pembantu rumah tangga tersebut
sebagai buruh, sedangkan Pak Narto akan disebut sebagai majikannya. Mengapa
demikian? Pembantu rumah tangga yang bekerja pada keluarga Pak Narto
sebelumnya juga mengadakan perjanjian kerja lebih dahulu,

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibedakan pengertian buruh dan majikan
menurut pengertian pada umumnya dengan pengertian buruh dan majikan menurut
Hukum Perburuhan di Indonesia. Untuk dapat disebut sebagai buruh dan majikan
menurut Hukum Perburuhan Dij Indonesia (Budiono, 1999), maka harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut -

a.  harus ada perjanjian kerja

b.  harus ada hubungan yang Zakelijk

Hal ini bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh buruh untuk majikan dalam suatu
hubungan kerja dengan menerima upah. Syarat yang penting adalah syarat harus
ada suatu hubungan yang zakelifk. Maksud dari hubungan kerja yang zakelifk

adalah bahwa hubungan antara majikan dan buruh adalah hubungan yang formil.
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¢.  buruh harus bekerja pada perusahaan
Salah satu subjek hukum dalam perjanjian kerja adalah buruh. Perkataan buruh
memiliki beberapa macam istilah. Hal ini dapat dilihat darj -
I. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
berbunyi - “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan  kerja guna menghasilkan barang dan/atay jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat

2. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan berbunyi - Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

el

Karyawan adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan
menerima upah atau gaji dan telah memenuhi persyaratan penerimaan tenaga
kerja dan dalam status hubungan kerja dengan perusahaan.
Dengan demikian istilah tenaga kerja meliputi buruh, pekerja, karyawan vang
pada intinya mereka bekerja pada pengusaha dengan menerima upah.
d. Majikan adalah orang atau persekutuan atau badan hukum vang menjalankan
perusahaan atau usaha. Hal inj dapat dilihat :
I. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan berbunyi : “Pember; kerja adalah orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atay badan-badan lainnya yang mempekerjakan

tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

'I-J

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang berbuny;
Pengusaha adalah -
4. orang perseorangan, persekutuan, atau badan  hukum vang
menjalankan perusahaan milik sendiri;
b. orang perscorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya:
C. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b yang berkedudukan dij luar wilayah Indonesia.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

Berdasarkan uraian tersebut. maka majikan dan pengusaha pada intinya sama
yaitu orang atau badan hukum vang mempekerjakan buruh dengan memberi upah.
Adapun yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha
vang berbadan hukum atau tidak, vang mempekerjakan pekerja dengan tujuan
mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum baik milik swasta maupun milik negara.
Perkecualian bagi seorang buruh yang tidak bisa disebut sebagai buruh vaitu
apabila
I Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan secara tidak teratur dan secara
organisatons tidak mempunyat fungsi pokok pada perusahaan. Tenaga ini
disebut tenaga kerja non-organik. Misalnya : Dokter Perusahaan, Konsultan
Perusahaan
2. Tenaga kerja vang bekerja pada perusahaan vang tidak berkesinambungan,
baitk yang disebabkan karena waktu maupun sifat pekerjaannya. Tenaga ini
disebut tenaga kerja insidental. seperti tenaga kerja bongkar muat. (Djumialdji,
1997:21-23).
b. Pengertian Perjanjian Kerja
Dalam Bahasa Belanda, perjanjian kerja disebut Arbeidsovereenkoms, dapat
diartikan dengan beberapa pengertian. Pengertian yang pertama vang disebutkan
dalam pasal 1601 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. mengenal perjanjian
kerja disebutkan bahwa - “ Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dengan mana
pthak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang
lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan
menerima upah”.
Selain itu perjanjian kerja juga disebutkan dalam pasal 1 angka 14 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau
pemberi kerja yang memuat Syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
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Selain itu pengertian perjanjian kerja juga diketengahkan beberapa pakar
hukum vaitu :
I. Soepomo (1990 ) menyatakan bahwa -

Perjanjian kerja adalah suaty perjanjian dimana pihak ke satu, buruh,
mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya,
majikan, vang mengikatkan diri untuk mempekerjakan  buruh ity dengan
membayar upah.

2. Subekti (dalam Djumadi, 1992:24) menvatakan bahwa

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara scorang  buruh dengan seorang
majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri : adanva suatu upah atau gaji
lertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan vang diperantas
(dalam Bahasa Belanda diersverhanding) vaitu suaty hubungan berdasarkan
mana pihak vang saty (majikan) berhak memberikan perintah-perintah vang
harus ditaati oleh pihak lain.

lad

Soedjono (1991:9) menyatakan bahwa -

Perjanjian kerja adalah suaty perjanjian antara orang perorang pada satu pihak

dengan pihak lain sebagai majikan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan

mendapatkan suatu upah.

4. Ridwan Halim. dkk (dalam Djumadi, 1992:26) menyatakan bahwa -
Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan antara majikan tertentu
dan karyawan atau karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya berkenaan
dengan segala persyaratan yang secara timbal balik harus dipenuhi oleh kedua
belah pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing terhadap
satu sama lainnya.

Setelah  diketengahkan beberapa pengertian mengenai  perjanjian  kerja,
khususnya pengertian yang ditentukan pada pasal 1601 a Kitab Undang-Undang
hukum Perdata tersebut, ada dikemukakan perkataan “di bawah perintah”, maka
perkataan inilah yang merupakan norma dalam perjanjian kerja dan yang
membedakan antara perjanjian kerja dengan perjanjian-perjanjian lainnya. Perihal
ketentuan “di bawah ini” mengandung arti bahwa salah satu vang mengadakan
perjanjian kerja harus tunduk pada pihak lainnya, atau di bawah perintah atau
pimpinan orang lain, bararti ada unsur wenang perintah. Dengan adanya unsur
wenang perintah berarti antar kedua belah pthak ada kedudukan vang tidak sama

yang disebut sub ordinasi. Jadi disini pihak yang kedudukannya diatas vaitu yang
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yang memerintah dan ada pihak vang kedudukannya di bawah. vaitu yang diperintah
(Djumialdii, 1997:18). Dengan adanya ketentuan tersebut, pthak buruh may tidak
mau harus tunduk pada dan dij bawah perintah majikan.

Ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa kedudukan vang satu, vaitu sj
buruh atau pekerja, adalah tidak sama dan seimbang vaitu dj bawah, jika
dibandingkan dengan kedudukan dari pthak majikan. Dengan  demikian dalam
melaksanakan hubungan hukum atay kerja, maka kedudukan hukum antara kedua
belah pihak jelas tidak dalam kedudukan sama atau seimbang.

Ketentuan tersebut Iika dibandingkan dengan pengertian perjanjian pada
umumnya seperti yang telah diuraikan sebelumnya vaity sepertt vang ditentukan
pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jelas bahwa kedudukan para
pthak vang membuat perjanjian adalah sama dan seimbang. Untuk mengatasi dan
menjembatani kesenjangan ity perlu adanva perlindungan dari pthak ketiga atauy
pthak lain.

Sr1 Soedew Masychoen Sofwan (1982:52) menyvatakan bahwa -

Dika dilihat dari objeknya maka perjanjian ity mirip  dengan perjanjian
pemborongan, vaitu sama-sama menyebutkan bahwa pihak yang satu menyetujui
untuk melaksanakan pekerjaan bagi pihak yang lain dengan pembayaran tertenty.
Namun perbedaan antara satu dengan yang lainnya, bahwa pada perjanjian kerja
ada terdapat gabungan kedinasan atau kekuasaan antara buruh dan majikan.
Sedangkan dalam perjanjian pemborongan tidak ada hubungan semacam ity
melainkan melaksanakan pekerjaan yang tugasnya mandiri.

¢. Unsur-unsur di dalam Perjanjian Kerja

Dalam perjanjian kerja, pada prinsipnya unsur-unsur seperti yang ditentukan
pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang hukum Perdata tersebut masih juga menjadi
pegangan dan harus diterapkan, agar suatu perjanjian kerja tersebut keberadaannya
bisa dianggap sah dan konsekuensinya sebagai Undang-Undang bagi mereka yang
membuatnya.

Dalam pembuatan perjanjian kerja selain tetap berpedoman pada ketentuan
pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ternyata masih ada unsur-unsur
lain yang harus mereka penuhi. Suatu perjanjian kerja baru ada, manakala di dalam
perjanjian kerja tersebut telah memenuhi 4 (empat) syarat, vaitu berupa unsur-unsur

(Djumadi, 1991:28) yang terdiri dar -
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a. adanya unsur work atau pekerjaan

Di dalam suatu perjanjian kerja tersebut haruslah ada suatu pekerjaan yang
diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja
tersebut. Pekerjaan yaitu yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, haruslah
berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja.

Pekerja yang melaksanakan pekerjaan atas dasar perjanjian kerja tersebut, pada
dasarnya wajib melaksanakan sendiri. Apabila para pihak itu bebas untuk
melaksanakan pekerjaannya itu untuk dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain
untuk melakukannya, akibatnya hal tersebut akan sulit untuk dikatakan sebagai
pelaksanaan dan perjanjian kerja. Bahkan pada pasal 93 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa : * Upah tidak
dibayar apabila pekerja’buruh tidak melakukan pekerjaan.” Hal ini sering disebut
dengan azas no work no pay artinya upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan
pekerjaan.

Namun di dalam pelaksanaannya, ternyata ketentuan itu bisa dikesampingkan,
vaitu apabila pekerjaan tersebut bisa diwakilkan atau digantikan oleh orang lain,
sepanjang sebelumnya telah diberitahukan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari pthak lain, vaitu si majikan.

b. adanya unsur service atau pelayanan

Di dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagal menifestasi adanya
perjanjian kerja tersebut, pekerja haruslah tunduk dan di bawah perintah orang lain,
si majikan atau pemberi kerja. Dengan adanya ketentuan tersebut, menunjukkan
bahwa si pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya berada dibawah wibawa orang
lain, yaitu si majikan.

Di samping itu di dalam melaksanakan pekerjaan itu harus bermanfaat bagi
pemberi kerja. Dengan demikian bisa diambil suatu kesimpulan bahwa prinsip dalam
unsur ini adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh si pekerja dan harus

bermanfaat bagi si pemberi kerja, sesuai dengan apa yang termuat dalam isi perjajian

kerja.
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¢. adanya unsur time atau waktu tertentu

D1 dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja ataupun peraturan perundang-
undangan. Dengan kata lain dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya, si buruh tidak
boleh bekerja dalam waktu yang seenaknya saja, akan tetapi harus dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan pada perjanjian kerja, dan Juga pelaksanaan
pekerjaannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
kebiasaan setempat, dan ketertiban umum.
d. adanya unsur pay atau upah

Seseorang yang bekerja. dalam melaksanakan pekerjaannya bukan bertujuan
untuk mendapatkan upah, maka pelaksanaan pekerjaan tersebut sulit untuk dikatakan
sebagai pelaksanaan dari perjanjian Kerja. Selanjutnya jika seseorang yang bekerja
tersebut bertujuan untuk mendapatkan manfaat bagi diri si pekerja dan bukan untuk
bertujuan mancari upah, maka unsur keempat dalam suatu perjanjian kerja ini, yaitu
unsur pay tidak terpenuhi. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan walaupun
ketiga unsur telah terpenuhi, akan tetapi karena unsur keempat tidak terpenuhi, maka
hubungan tersebut bukan merupakan implementasi dari pelaksanaan perjanjian kerja.

Pekerja yang diharuskan memenuhi prestasi yaitu melakukan pekerjaan di bawah

perintah orang lain yaitu si majikan, maka majikan sebagai pemberi kerja wajib pula
memenuhi prestasinya, berupa pembayaran atas upah. Upah maksudnya adalah

imbalan prestasi yang wajib dibayar oleh majikan untuk perjanjian itu.

2.3.3 Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja
yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu
tidak tertentu. (Sendjun H. Manulang, 1990:63). Hal ini sesuai dengan ketentuan
pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menyebutkan bahwa - “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah
dan perintah.”
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Menurut Soepomo (dalam Sendjun H. Manulang. 1990:63) dalam bukunya
Pengantar Hukum Perburuhan

“Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dengan majikan, dimana
buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan
menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk
mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Hubungan kerja disebut Juga
hubungan industrial atau hubungan perburuhan

Ada tiga unsur atau faktor yang menentukan adanya hubungan kerja. vaitu:

|. adanya pekerjaan vang dilakukan:

[

adanya perintah (bekerja atas perintah pengusaha):

3. adanya upah.

Tanpa adanya salah satu dari ketiga unsur tersebut maka tidak ada hubungan kerja.
Hubungan kerja ini menunjukkan kedudukan kedua belah pihak tersebut.

yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja

terhadap pengusaha serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap

pekerja.

Menurut Payaman H. Simanjuntak ( 1988:83) :

“Hubungan industrial mencakup hubungan antara pengusaha dan pekerja
sehubungan dengan proses produksi di perusahaan. Penerapan hubungan
industrial merupakan perwujudan pengakuan atas hak dan kewajiban karyawan
sebagai partner pengusaha yang menjamin kelangsungan dan keberhasilan
perusahaan”

Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai :
1. pembuatan perjanjian kerja vyaitu merupakan titik tolak adanya suatu hubungan

kerja;

)

kewajiban buruh yaitu melakukan pekerjaan, sekaligus merupakan hak dari

pengusaha atas pekerjaan tersebut:

L ¥S)

kewajiban majikan atau pengusaha yaitu membayar upah kepada pekerja,
sekaligus merupakan hak dari si pekerja atas upah;
4. berakhirnya hubungan kerja;

5. cara penyelesaian, perselisihan antara pi hak-pihak yang bersangkutan.
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[#F]

2.3.4 Peraturan Perusahaan

Dalam suatu perusahaan akan terlihat adanya para pihak yaitu pihak
pengusaha dan pihak pekerja. Namun diantara kedua belah pihak tersebut, pengusaha
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi karena mempunyai hak untuk membuat
peraturan di perusahannya. Peraturan ini sering disebut dengan peraturan perusahaan
atau peraturan majikan.

Peraturan perusahaan adalah suaty peraturan  yang  dibuat oleh suatu
perusahaan secara tertulis vang memuat ketentuan tentang Syarat-syarat kerja dan
tata tertib perusahaan (Sendjun H. Manulang, 1990:70).

Peraturan perusahaan itu dibuat secara septhak oleh majikan atau pengusaha
schingga pengusaha dapat memasukkan apa saja vang diinginkan. Dia dapat
mencantumkan kewajiban pekerja semaksimal mungkin dengan hak yang seminimal
mungkin dan mencantumkan kewajibannya seminimal mungkin dengan hak vang
semaksimal mungkin. Asal dalam pada itu majikan tidak melanggar undang-undang
ketertiban umum, melanggar tata susila, melanggar ketentuan perundang-undangan
yang sifatnya memaksa atau aturan vang tidak boleh dikesampingkan dengan
peraturan majikan dan asal peraturan perusahan itu memenuhi syarat-syarat yang
harus dipenuhinya, yaitu -

I disetujui secara tertulis oleh buruh;
2. selembar lengkap peraturan majikan itu dengan cuma-cuma oleh atau atas nama

majikan telah diberikan kepada pekerja;

I

bahwa oleh atau atas nama majikan telah diserahkan kepada Departemen Tenaga
Kerja atau selembar lengkap peraturan majikan tersebut yang ditandatangani oleh
majikan tersedia dibaca oleh umum;

4. satu lembar lengkap peraturan perusahaan ini ditempelkan dan tetap berada di
tempat yang mudah dapat didatangi pekerja, sedapatnya dalam ruang kerja
sehingga dapat dibaca dengan terang (Imam Soepomo, 1992:55).
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Menurut pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa:

(1) Pengusaha yang mempekerjakan  pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku
setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian  kerja
bersama.

Tujuan dari keharusan pekerjaan pembuatan peraturan perusahaan adalah :

I untuk mengusahakan perbaikan syarat kerja;

2. untuk mempermudah dan mendorong pembuatan KKB (Kesepakatan Kerja
Bersama) (Sendjun H. Manulang, 1990:21).

Dalam pembuatan peraturan perusahaan harus didahului konsultasi dengan
pekerja dan pegawai Direktorat Jenderal Departemen T enaga Kerja. Pembuatan dan
perubahan peraturan yang memuat Ketentuan lentang syarat-syarat kerja serta tata
tertib perusahaan harus disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja. Pengusaha wajib
memberitahukan isi peraturan perusahaan kepada pekerja-pekerjanya dihadapan
pegawai Direktorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja. Peraturan ini mulaj berlaku

setelah disahkan untuk paling lama 2 (dua) tahun (Imam Soepomo, 1992:55)

2.3.5 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial merupakan program wajib yang memberikan hak dan
menentukan  kewajiban masyarakat terutama pekerja dan pengusaha terhadap
perlindungan risiko hi langnya penghasilan dan biaya perawatan medis

Imam Soepomo menyatakan bahwa jaminan sosial adalah pembayaran yang
diterima pihak buruh dalam hal buruh diluar kesalahannya tidak melakukan
pekerjaan, jadi menjamin kepastian pendapatan dalam hal buruh kehilangan upahnya
karena alasan diluar kehendaknya

Menurut pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja  bahwa pengertian Jaminan sosial adalah suaty

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan  berupa uang sebagai
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pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan
scbagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh pekerja berupa kecelakaan
kerja, sakit, hamil, hari tua dan meninggal dunia.

Memperbaiki dan meningkatkan Jaminan sosial sosial merupakan bagian
terpenting dari usaha pemerintah dan masyarakat disamping pengupahan yang cukup
serta syarat kerja yang manusiawi, karena usaha untuk memperoleh jaminan sosial
sering tidak dapat dilepaskan dari usaha perbaikan upah (Sendjun H. Manulang,
1990:131).

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya juga diatur
tentang perlindungan terhadap pekerja seperti pada pasal 1602 w -

“Jika kewajiban-kewajiban itu tidak dipenuhi, si majikan diwajibkan mengganti
Kerugian yang karenanya menimpa si buruh dalam menjalankan pekerjaannya,
kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban-
kewajiban itu disebabkan karena keadaan yang memaksa atau bahwa kerugian itu
sebagian besar ada juga disebabkan oleh kesalahan dari si buruh sendiri”.

Bila dilihat maksud pasal 1602 w KUHPerdata, maka pasal tersebut kurang
memberikan perlindungan terhadap pekerja. Tetapi setelah berlakunya ketentuan-
ketentuan tentang jaminan sosial terhadap pekerja maka bagi pekerja yang
mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan ganti rugi walaupun kecelakaan itu
disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Hal ini bisa dilihat pada pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang menentukan bahwa tenaga kerja yang
tertimpa kecelakaan berhak menerima jaminan kecelakaan kerja.

Ruang lingkup program jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

I. Jaminan Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan
kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula
kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke
tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan biasa. Kemudian dalam pasal 9
menentukan bahwa pekerja yang tertimpa kecelakan kerja berhak menerima

jaminan kecelakaan kerja yang meliputi :
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a. biaya pengangkutan;
b. biaya pemeriksaan atau pengobatan dan perawatan,
c. biaya rehabilitasi;

d. santunan berupa uang, vang meliputi ;

1) santunan sementara tidak mampu bekerja;

2) santunan cacat sebagian untuk selamanya;

3) santunan cacat total untuk selamanya baik fisik maupun mental:

4) santunan kematian.
Jaminan Hari Tua
Jaminan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan bekal bagi pekerja setelah
purna kerja sehingga dapat menjadi bekal dalam hidupnya. Menurut pasal 14
bahwa jaminan hari tua dibayarkan secara sekaligus atau berkala, atau sebagian
kepada pekerja karena
1) telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun;
2) cacat total tetapi setelah ditetapkan oleh dokter.
Jaminan Kematian
Meninggalnya pekerja merupakan keadaan yang memberatkan sosial ekonomi
keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu perlu diberikan hak atas jaminan
kepada ahli warisnya. Menurut pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan :
(1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja,

keluarganya berhak atas jaminan kematian.
(2) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. biaya pemakaman:

b. santunan berupa uang,
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pekerja, suami atau istri dan anaknya yang menderita sakit bukan sebagai akibat
kecelakaan kerja berhak mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan
ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja sehingga dapat

melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya dan merupakan upaya
kesehatan dibidang penyembuhan. Menurut pasal 16 ayat (2), menyatakan -
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“Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi :
rawat jalan tingkat pertama;

a
b. rawal jalan tingkat lanjutan;

¢. rawat inap;

d. pemeriksaan kesehtan dalam pertolongan persalinan;
€. penunjang diagnostik;

f. pelayanan khusus;

g pelayanan gawat darurat.”

2.3.6 Hubungan Perjanjian Kerja dengan Perjanjian Perburuhan
Perjanjian perburuhan ialah peraturan induk bagi perjanjian kerja, antara
scorang anggota buruh pada satu pihak dengan seorang majikan atau seorang anggota
perkumpulan pihak lain. Dengan demikian perjanjian kerja dengan perjanjian
perburuhan terdapat hubungan yang erat. Hubungan yang dimaksud disini adalah
perjanjian perburuhan merupakan induk dari pada perjanjian kerja, artinya pembuatan
perjanjian kerja harus berpedoman pada perjanjian perburuhan, apabila perjanjian
kerja bertentangan dengan perjanjian perburuhan maka ketentuan perjanjian
perburuhanlah yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dapatlah diambil kesimpulan bahwa -
I perjanjian perburuhan atau kesepakatan kerja bersama adalah sebagai peraturan
induk dari perjanjian kerja;
2. perjanjian kerja tidak dapal mengesampingkan atas keberadaan perjanjian
perburuhan;

LI

ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian perburuhan, secara otomatis

beralih ke dalam perjanjian kerja;

4. perjanjian perburuhan merupakan jembatan untuk menuju terciptanya perjanjian
kerja yang baik;

5. perjanjian perburuhan merupakan hubungan industrial yang serasi, aman, mantap

dan dinamis berdasarkan Pancasila.
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3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerja di P.T. Rikio Indonesia

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dengan demikian dapat
diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian
adalah sama dan seimbang,

Di dalam pengertian perjanjian kerja antara para pihak yang mengadakan
perjanjian, yaitu buruh dan majikan tidak dalam kedudukan yang seimbang atau sama
karena pihak yang satu yaitu pekerja mengikatkan diri dan bekerja di bawah perintah
orang lain yaitu majikan,

Untuk penyelenggaraan perjanjian kerja, seperti halnya dengan semua macam
perjanjian lain dimintakan Syarat-syarat tertentu mengenai macamnya, isinya dan
kadang-kadang mengenai bentuk tertentu. (Soepomo, 1990:51). Seperti halnya yang
termuat dalam surat perjanjian kontrak kerja yang diadakan oleh P.T. Rikio Indonesia
yang diwakili oleh Arif Yunianto selaku Senior Staff dan General Affair pada tanggal
31 Maret 2003 dengan Gunawan Agung W. surat perjanjian kontrak kerja tersebut
berpedoman pada peraturan perusahaan P.T. Rikio Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dapat melihat ada 4 (empat) macam
pelaksanaan perjanjian kerja pada P.T. Rikio Indonesia, yaitu :

1. Pelaksanaan perjanjian kerja dilihat dari bentuk perjanjian kerja

Perjanjian kerja harus berdasarkan pernyataan kemauan yang sepakat yang
dikenal dengan azas konsensual, yaitu perjanjian yang dianggap syah apabila telah
terjadi kata sepakat diantara kedua belah pihak. Setelah terdapat persetujuan macam
pekerjaan, besarnya upah dan sebagainya, pada dasarnya dengan keterangan buruh
pada majikan : “Saya sanggup bekerja” dan jawaban majikan : “Baik”, terjadilah
perjanjian kerja dengan syah. Karena pernyataan itu, kedua belah pihak telah terikat,

walaupun tanpa harus dituangkan dalam bentuk tertentu.

28
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Namun dalam prakteknya bentuk perjanjian kerja yang dilaksanakan di P.T.
Rikio Indonesia dibuat secara tertulis yang segala biaya akta dan biaya tambahan
lainnya menjadi tanggungan perusahaan. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap
karyawan/tenaga kerja yang diterima wajib mengadakan perjanjian kerja dimana
formulir perjanjiannya sudah disediakan oleh pihak perusahaan dengan format yang
sudah ditentukan. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

Setiap terjadi perjanjian kerja, maka pihak karyawan/tenaga kerja yang
menyetujui isi perjanjian hanya tinggal menandatangani saja. Jika karyawan/tenaga
kerja yang tidak menyetujui isi perjanjian kerja tersebut, maka ia gagal menjadi
karyawan/tenaga kerja. Perjanjian kerja tersebut akan menimbulkan akibat yaitu
pihak karyawan wajib mentaati segala aturan tentang hal melakukan pekerjaan.
Pernyataan tersebut jika dihubungkan dan dianalisa berdasarkan ketentuan pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian kerja dibuat atas dasar :

1. kesepakatan kedua belah pihak
Di dalam perjanjian kerja terdapat ketentuan dan Syarat-syarat yang merupakan
pokok perjanjian yang harus disepakati oleh pihak pekerja. Apabila pekerja telah
menandatangani perjanjian kerja maka pekerja dikatakan sepakat atas apa yang
tercantum dan termaksud di dalam perjanjian kerja. Pemberian kata sepakat oleh
pekerja harus terlepas dari unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan. Hal ini
dimaksudkan agar pekerja dalam memberikan persetujuan benar-benar karena
mereka mengerti dan memahami akan segala akibat dan keuntungan-keuntungan
yang akan diterimanya. Karyawan yang tidak sepakat atas apa yang tertera di
dalam perjanjian kerja, maka ia gagal menjadi karyawan.

2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
Syarat percakapan melakukan hubungan dapat ditinjau dari pasal 1330 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : Tak cakap untuk membuat suatu

perjanjian adalah :
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a. orang-orang yang belum dewasa:

b. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

C. orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan
pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang
membuat perjanjian-perjanjian tertentu,

Persyaratan percakapan bertindak memang perlu, karena orang yang membuat

suatu perjanjian akan terikat oleh perjanjian tersebut sehingga harus mempunyai

kemampuan yang cukup untuk menyadari secara benar-benar tanggung jawab
yang dipikulnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah setiap pekerja yang

melakukan pekerjaan wajib mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.

(IS ]

adanya pekerjaan yang diperjanjikan

Di dalam perjanjian kerja telah ditentukan secara tegas pekerjaan yang dilakukan

oleh pekerja. Pekerja yang telah menandatangani perjanjian kerja wajib mentaati

segala aturan tentang hal melakukan pekerjaan.

4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan yang ditetapkan di P.T. Rikio Indonesia dibuat secara sepihak oleh
majikan (standar kontrak). Hal ini dapat dilihat, bahwa kedudukan karyawan lebih
lemah dibandingkan kedudukan pengusaha (wawancara dengan Bapak Arif Yunianto,
S.H. selaku Senior Staff dan General A ffair pada tanggal 2 Juni 2003).

Berdasarkan hal itu, maka perjanjian kerja di P.T. Rikio Indonesia dibuat
secara tertulis. Ini berarti hubungan kerja di P.T. Rikio Indonesia dalam bentuk
formal, dimana hak dan kewajiban karyawan maupun pengusaha tertulis dalam
perjanjian kerja.

2. Pelaksanaan perjanjian kerja dilihat dari macam perjanjian kerja

Pada dasarnya perjanjian kerja itu dapat diadakan untuk waktu tertenty atau

waktu yang tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu yang tidak tertentu, maka

berapa lama waktu yang diperlukan di dalam pelaksanaan perjanjian itu dapat

berjalan secara terus menerus sampai adanya alasan tertentu untuk mengakhirinya.
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Perjanjian kerja untuk waktu tertentu akan menimbulkan masalah, kalau batas waktu
tertentu yang diperjanjikan itu telah berakhir dan perjanjian  kerja itu akan
diperpanjang lagi. Apabila perpanjangan perjanjian kerja ini disepakati oleh kedua
belah pihak, maka perjanjian demikian tidak akan menimbulkan masalah (Soendjono,
1991:12).

Perjanjian kerja yang digunakan di P.T. Rikio Indonesia adalah mendasarkan
pada waktu tidak tertentu. Hal tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja
dimana dalam pasal 2 huruf a disebutkan bahwa “Pihak kedua akan menjalani masa
kontrak kerja selama 3 (tiga) bulan.” Ketentuan tentang masa percobaan tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 60
ayat (1).

Masa percobaan hanya boleh diadakan dalam perjanjian kerja untuk waktu
tidak tertentu, sebab jangka waktu dari perjanjian tersebut adalah lama, schingga
kalau pekerja ternyata tidak layak menjalankan pekerjaan, perusahaan akan
menanggung beban yang berat.

3. Pelaksanaan perjanjian kerja dilihat dari isi perjanjian kerja

Isi perjanjian kerja yaitu pokok persoalan, tegasnya pekerjaan yang
diperjanjikan, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang
ketertiban umum atau dengan tata susila masyarakat. (Soepomo, 1990:51),

Secara positif isi perjanjian kerja adalah dengan sendirinya kewajiban-
kewajiban dan hak-hak buruh serta kewajiban-kewajiban dan hak-hak majikan, yang
berpangkal pada melakukan pekerjaan dan pembayaran upah. Acapkali kewajiban
pihak yang satu tersimpul dalam hak pihak yang lainnya dan hak pihak yang satu
tersimpul dalam kewajiban pihak yang lainnya. (Soepomo, 1990:60).

Di dalam praktek, pada umumnya isi perjanjian kerja biasanya mengenai
besarnya upah, macamnya pekerjaan dan jangka waktunya (Djumialdji, 1997:36). Hal
ini terjadi dalam praktek perjanjian kerja antara karyawan dengan pengusaha pada

P.T. Rikio Indonesia dimana pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut :
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(1) Macam pekerjaan

Macam pekerjaan yang terdapat pada P.T. Rikio Indonesia didasarkan pada
kebutuhan perusahaan akan produksi. Pada dasarnya karyawan vang telah
mengadakan perjanjian kerja bebas menentukan Jjenis dan macam pekerjaan, tetapi
dalam prakteknya ditentukan oleh majikannva/pengusaha. Pada dasarnva pekerjaan
vang ada di P.T. Rikio Indonesia terbagi menjadi 2 bagian pekerjaan, vaity -
a. Direct Labour

I. Departemen ( uting
Karyawan vang tugas pokoknya memotong material/bahan sepatu sesuai

dengan sepatu vang akan diproduksi.

9

Departemen Suwing
Karyawan yang tugas pokoknya adalah merangkal/menggabungkan potongan

dari Departemen Cuting menjadi upper atau atas sepatu.

LI

Departemen ( srinding
Karyawan yang bertugas untuk mempersiapkan alas sepatu atau oursole.
4. Departemen Roll and Press

Karyawan yang bertugas untuk membuat karet sepatu dan mengepas sepatu.

L

Departemen 4 ssembling
Karyawan yang bertugas untuk menggabungkan owrsole dan komponen-
komponen jadi untuk dibentuk menjadi suatu produk barang jadi.
6. Departemen Warehouse (Gudang)
Bertanggung jawab terhadap penyimpanan produk barang jadi (sepatu) dan
ekspor produk.
b. Indirect Labour
1. PPQC (Post Production Quality Control)
Bertanggung jawab atas kualitas matenial dan speck (jenis bahan, kualitas

bahan, warna dan sebagainya).
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2. Departemen RnD (Research and Development )
Karvawan yang tugas pokoknya membuat design baru baik secara model
maupun Kualitas.
(2) Hari dan jam kerja
Di dalam pasal 2 Peraturan Perusahaan ditetapkan bahwa waktu kerja bagi
Karyawan adalah 8 (delapan) jam kerja dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam
Kerja dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk waktu istrahat. Jam kerja ditetapkan
sebagai berikut :
| Hari [ Masuk | istrahat | Pulang |

" Senin-Kamis | 08.00-12.00

12.00-12.50 | 12.50-16.50 |

Jumat | 08.00-11.30 | 11.30-12.30 | 12301700 |

o el e L o |
(Sumber : Pasal 2 Peraturan | erusahaan P.1. Rikio Indonesia)

Hari libur mingguan ditetapkan hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur
vang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
perusahaan, perusahaan dapat mengganti hari kerja biasa (normal) pada hari Sabtu
dan/atau hari Minggu. Hal tersebut sesuai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor
I3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu -

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6
(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam | (satu) minggu untuk
5 (hma) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Gayi atau upah

Pada dasarnya karyawan vang melakukan pekerjaan berhak atas upah dari
perusahaan, karena upah bagi karyawan merupakan satu-satunya bekal hidup baginya
dan keluarganya. Upah tidak dibayar bila karyawan tidak melakukan pekerjaan. Hal

i sering disebut azas no work no pay. Hal i diterapkan di lingkungan P.T. Rikio
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Indonesia. Namun azas tersebut tidak berlaku mutlak, maksudnya azas tersebut dapat

disimpangi dalam hal-hal tertentu (wawancara dengan Bapak Aril Yunianto, S.H.

pada tanggal 2 Juni 2003). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pasal 93 ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa - (2) Pengusaha wajib membayar upah apabila:

a.
b.

as

1.

pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa
haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

pekerja/buruh  tidak  masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah,
menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau
keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang
tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
pekerja/buruh  tidak  dapat  melakukan pekerjaannya  karena sedang
menjalankan kewajiban terhadap negara:

pekerjaburuh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan
ibadah yang diperintahkan agamanya,

pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi
pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun
halangan yang scharusnya dapat dihindari pengusaha;

pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

pekerja/buruh - melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat  buruh atas
persetujuan pengusaha; dan

pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut :

a.

b.

untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah;
untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari

upah;
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untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah;
dan
untuk 4 (empat) bulan keempat, dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari

upah.

(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf ¢ sebagai berikut

a.
b.
C.

d.

kerja

pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;

menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) har;

mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) har;

membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 (dua)
hari;

suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia,
dibayar untuk selama 2 (dua) hari:

anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk selama |
(satu) hari,

Pada P.T. Rikio Indonesia, pemberian upah dilakukan sebulan sekali pada hari

terakhir bulan yang sedang berjalan dan merupakan akumulasi penghitungan

gaji mulai tanggal 26 bulan sebelumnya sampai tanggal 25 bulan yang sedang

berjalan. Dengan kata lain. pemberian upah pada P.T. Rikio Indonesia menggunakan

sistem gaji bulanan, yaitu gaji yang diberikan untuk karyawan sesuai dengan jabatan

yang diberikan setiap bulannya.

P.T. Rikio Indonesia juga memberikan tunjangan yang dapat secara langsung

mempengaruhibesarnya penghasilan karyawan. Tunjangan-tunjangan yang berlaku di

P.T. Rikio Indonesia, antara lain -

I. Tunjangan Tetap

vaitu tunjangan yang tidak dipengaruhi atau dipotong oleh absensi/jumlah hadir

seperti :
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a. Tunjangan Hari Raya/ Hari Besar
Setiap menjelang hari raya atau hari besar perusahaan memberikan tunjangan
kepada karyawan vang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan terus
menerus dalam 1 (satu) tahun. Atau kepada karyawan yang masa kerjanya
belum mencapai 12 (dua belas) bulan, tunjangan hari raya atau hari besar akan
dibayarkan secara proporsional sesuai masa kera.
b. Tunjangan Lembur
Apabila karyawan bekerja diluar jam kerja dan di hari istirahat mingguan atau
pada hari libur resmi atas perintah atasan vang berwenang, maka perusahaan
akan memberikan upah lembur dimana dasar vang dipakar untuk
penghitungan upah lembur adalah gaji tetap, dan apabila gaji tetap karvawan
di bawah Upah Minimum Regional. maka vang digunakan sebagai dasar
penghitungan upah lembur adalah Upah Minimum Regional.
Penghitungan upah lembur dalam | (satu) jam adalah :
a. Karyawan tetap dan kontrak... ... ... ...Gayi tetap sebulan : 173 =
upah | jam
b. Karyawan tetap dan kontrak ( yang gaji tetapnya kurang dari Upah
Minimum Regional)..... ... ... .. . .. .. ....Upah Minimum Regional :
173 = upah 1 jam

¢. Perkalian upah lembur berdasarkan ketentuan sebagai berikut -

Hari Kerja Jam Kerja Besarnya Upah

Lembur

Hari Kerja Biasa

! I (satu) jam

1 |

Upah | jam x 1,5

Lebih dari 2 jam Upah 1 jam x 2

[stirahat Mingguan Ji-3 jam Upah 1 jam x 2
Dan 9 jam Upah 1 jam x 3

Hari Besar Nasional Lebih dari 10 jam | Upah 1 jam x 4

(Sumber : Pasal 15 Peraturan Perusahaan P.T. Rikio Indonesia)
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¢. Tunjangan Pesangon

Dalam hal ini perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar uang

pesangon kepada karyawan yang mengundurkan diri, kecuali uang jasa.

Dimana uvang jasa ini diberikan kepada karyawan yang telah bekerja selama 3

(tiga) tahun lebih serta akan bibayarkan juga uang ganti rugi yang besarnya

sesual dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

2. Tunjangan Tidak Tetap
a. Tunjangan Jabatan : pimpinan atau ketua dari suatu kelompok akan
mendapatkan tambahan pendapatan sesuai dengan jabatan vang dipegangnya.
b.  Premi Hadir : apabila dalam 1 (satu) bulan seorang karyawan terus hadir tanpa

adanya absensi, maka ia akan mendapatkan premi hadir sebesar Rp 30.000.-.
4. Pelaksanaan perjanjian kerja dilihat dari akibat yang timbul dari perjanjian

kerja

Setelah diadakannya perjanjian kerja, maka akibat vang timbul pertama kali
adalah masing-masing pihak terikat oleh perjanjian tersebut. Dalam perjanjian kerja
yang dibuat antara majikan dan pekerja dimana pekerja itu oleh majikan dipandang
mampu untuk melakukan suatu pekerjaan. Tidak mungkin seorang pekerja akan
menyetujui pekerjaan yang tidak dapat ia lakukan secara wajar.

Dengan terjadinya perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan antara buruh
dengan majikan/pengusaha yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi
masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak
lainnya, demikian juga sebaliknya kewajiban pihak yang satu merupakan hak bagi
pihak lainnya. (Djumialdji, 1997:39).

Perjanjian kerja yang dibuat di P.T Rikio Indonesia juga akan
mengakibatkan, bahwa masing-masing pihak akan terikat dengan perjanjian kerja
tersebut dan dari situlah timbul hak-hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban para

pihak di P.T. Rikio Indonesia tersebut antara lain :
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a. kewajiban karyawan

b

mengenakan seragam, tanda pengenal, alat keselamatan kerja yang telah
disediakan oleh perusahaan,

mentaati petunjuk seta perintah yang disampaikan oleh atasan.

masuk kerja dan meninggalkan Perusahaan pada jam yang telah ditetapkan
Perusahaan.

mengisi Daftar Kehadiran (Time Card) milik sendiri pada saat masuk kerja
dan meninggalkan

menjalankan tugas yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab serta
wajib berusaha untuk mencapai prestasi kerja yang ditetapkan (ditargetkan)
oleh Perusahaan.

menjaga seluruh asset Perusahaan, serta tanpa ijin dari Perusahaan dilarang
untuk membawa keluar perusahaan, menghilangkan, merusakkan barang-
barang milik perusahaan sehingga menyebabkan Perusahaan mengalami
kerugian. Karyawan diwajibkan segera memberitahukan kepada Perusahaan
atau atasan bila mendapati barang-barang (asset) milik perusahaan dalam
keadaan bahaya.

menjaga rahasia perusahaan, serta dilarang membocorkan dan/atau
menyerahkan dokumen perusahaan, informasi penting mengenai perusahaan
yang diketahuinya kepada pihak ketiga tanpa ijin dari Perusahaan.

tanpa seijin Perusahaan karyawan dilarang keras untuk menerima atau
memberikan sesuatu baik berupa barang atau uang kepada perseorangan atau
lembaga.

memberitahukan kepada Perusahaan bila alamat tempat tinggal karyawan dan

keluarganya mengalami perubahan.

b. hak karyawan

¥
L.

menerima upah dan tunjangan

selama masa percobaan karyawan berhak memutuskan hubungan kerja tanpa

menyampaikan alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja.
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_l.t)

bagi karyawan berhak mendapat istirahat atau cuti tahunan.
4. bagi karyawali berhak mendapat cuti hamil/melahirkan dan Juga cuti untuk
hari pertama dan kedua pada waktu haid.
5. berhak mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan sosial
serta kesejahteraan tenaga kerja.
¢.  kewajiban pengusaha

I. membayar upah dan tunjangan kepada karyawan.

2. memberikan istirahat/cuti tahunan.

3. memberikan cuti hamil dan cuti melahirkan bagi karyawati.

4. memberikan cuti haid pada hari pertama dan kedua kepada karyawati,

5. memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan sosial serta

kesejahteraan tenaga kerja.
6. memberikan kondisi kerja yang aman dan sehat di lingkungan perusahaan.
d. hak pengusaha
i. hak untuk menerima karyawan.
2. selama masa percobaan perusahaan berhak memutuskan hubungan kerja tanpa

menyampaikan alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja.

_b.i

berhak memutasikan karyawan ke bagian lain jika dipandang perlu.
4. memberikan tindakan disiplin kepada karyawan dan berhak memberhentikan

karyawan.

3.2 Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Terhadap Karyawan di P.T. Rikio
Indonesia
Jaminan sosial merupakan jaminan vang menjadi hak pekerja berbentuk
tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti
penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang

dialami oleh pekerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, dan meninggal

dunia.
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Bagi pekerja apa yang disebut jaminan sosial sangatlah diperlukan untuk

meningkatkan produktivitas.

Pada umumnya hubungan kerja, baik pihak pengusaha maupun pekerja

tentunya tidak mau dirugikan. Dalam kaitannya dengan ini yang terpenting adalah

menanggulangi dari resiko kerja. Adapun jaminan sosial yang diselenggarakan pada

P.T. Rikio Indonesia adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, karyawan yang

berusia di bawah 55 tahun wajib diikutsertakan dalam program JAMSOSTEK.
Program JAMSOSTEK vang diikuti adalah sebagai berikut :

a.  Jaminan Kecelakaan Kerja

Bagi karyawan di P.T. Rikio Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja

yang berhubungan dengan kerja, perusahaan akan membayar premi asuransi

sesuai dengan ketentuan JAMSOSTEK yaitu sebesar : (gaji tetap x 0,89%)

(Beban perusahaan) — (tiap bulan). Dan selain jaminan kecelakaan kerja, P.T.

Rikio Idonesia juga memberikan santunan berupa uang, yaitu

1.

e R

6.

santunan sakit akibat kerja dan biaya perawatan medis;
penggantian upah sementara tidak mampu bekerja STMB;
santunan meninggal dunia akibat kerja;

santunan cacad tetap sebagian akibat kerja;

santunan cacad tetap total;

biaya rehabilitasi;

b.  Jaminan Hari Tua

Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan sistem tabungan hari

tua, yang iurannya ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja. Jaminan Hari

Tua akan dikembalikan/dibayarkan apabila tenaga kerja

i
2.

f..;)

b

mencapai umur 55 tahun; atau
mengalami cacad total tetap sehingga tidak bisa bekerja lagi; atau

meninggal dunia; atau

mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah menjadi peserta

setidak- tidaknya 5 tahun; atau
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5. pergi keluar negeri atau pulang keluar negeri asal untuk tidak kembali lagi,
menjadi pegawai negeri sipil atau anggota ABRI,
Pada P.T. Rikio Indonesia Jaminan Hari Tua dibayarkan dengan
perhitungan sebagai berikut -
(Gaji Tetap x 3,70%) (Beban Perusahaan) — (Tiap Bulan)
(Gaji Tetap x 2,00%) (Beban Karyawan) — (Tiap Bulan = dipotongkan dari gaji
karyawan setiap bulannya)
Jaminan Kematian
Jaminan kematian diberikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
ditambah dengan biaya pemakaman sebesar Rp 400.000.- (empat ratus ribu
rupiah) sedangkan pada peraturan perundangan yang baru yaitu PP No.28
Tahun 2002 ditetapkan besarnya jaminan kematian Rp 5.000.000,- dan biaya
pemakaman Rp 1.000.000,- sehingga dalam hal ini Peraturan Perusahaan Pl
Rikio Indonesia masih menggunakan peraturan lama. Pada P.T. Rikio Indonesia
bila karyawan meninggal dunia, kepada ahli waris karyawan akan dibayarkan
hak-hak yang seharusnya diterima karyawan seperti :

[. Gaji karyawan bulan yang sedang berjalan.

&

Bantuan biaya duka.

(%]

Uang pesangon sesuaj Undang-undang. (Kepmen 150/MEN/2000, pasal 22)

a.  Masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan gaji
b.  Masa kerja 1 tahun lebih tapi kurang dari 2 tahun 2 bulan gaji
¢.  Masa kerja 2 tahun lebih tapi kurang dari 3 tahun 3 bulan gaji
d.  Masa kerja 3 tahun lebih tapi kurang dari 4 tahun 4 bulan gaji

€. Masa kerja 4 tahun lebih tapi kurang dari 5 tahun 5 bulan gaji
f. Masa kerja 5 tahun lebih tapi kurang dari 6 tahun 6 bulan gaji
g Masa kerja 6 tahun lebih 7 bulan gaji
4. Uang jasa sesuai Undang-Undang. (Kepmen 150/MEN/2000, pasal 23)
a.  Masa kerja 3 tahun lebih tapi kurang dari 6 tahun 2 bulan gaji
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b.  Masakerja 6 tahun lebih tapi kurang dari 9 tahun

¢. Masakerja9 tahun lebih tapi kurang dari 12 tahun
d. Masa kerja 12 tahun lebih tapi kurang dari 15 tahun
¢. Masa kerja 15 tahun lebih tapi kurang dari 18 tahun
f. Masa kerja 18 tahun lebih tapi kurang dari 21 tahun
g Masa kerja 21 tahun lebih tapi kurang dari 24 tahun
h.  Masa kerja 24 tahun lebih

bulan gaji

bulan gaji

o b W

bulan gaji

o)

bulan gaji

~J

bulan gaji
8 bulan gaji
10 bulan gaji

42

5. Uang ganti rugi sesuai Undang-Undang. (Kepmen 150/MEN/2000, pasal

24)

Bantuan biaya pengobatan dan perawatan kesehatan

Pada pasal 23 Peraturan Perusahaan disebutkan bahwa -
I Perusahaan akan memberikan bantuan biaya pengobatan dan perawatan
kesehatan kepada karyawan dan keluarga karyawan yang terdaftar pada

Personalia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan program Jamsostek.

o

Perusahaan berhak meminta karyawan untuk memeriksakan kesehatannya

kepada dokter yang ditunjuk Perusahaan dengan biaya pemeriksaan menjadi

tanggung jawab Perusahaan.

('S ]

Perusahaan adalah sebagai berikut :

Balasan biaya pengobatan dan perawatan kesehatan yang ditanggung

a. Biaya pemeriksaan pada klinik atau dokter spesialis, biaya rawat inap,

serta bantuan biaya persalinan.

b.  Bantuan biaya pembelian obat yang diresepkan oleh dokter.

¢. Bantuan biaya pemeriksaan kesehatan sesuai petunjuk dokter klinik atau

spesialis.

d. Bantuan biaya pemeriksaan laboratorium sesuai petunjuk dokter

spesialis.

4. Batasan biaya pengobatan dan perawatan yang tidak ditanggung Perusahaan

adalah :

a. Biaya pengobatan dan perawatan kecantikan dan penyakit jiwa.
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Biaya perawalan selain dokter (Shinshe, Massage/Pijat, Akupunkiur/
Tusuk Jarum, dll)

Biaya pengobatan atas sakit atau luka yang disebabkan oleh kesalahan
karyawan atau keluarganya, dan atau luka atau sakit karena disengaja.
Biaya pengobatan dan perawatan vang timbul akibat tidak
mengindahkan nasehat atau petunjuk dokter.

Biaya pengobatan cacad bawaan sejak lahir

Biaya pemeriksaan kehamilan (baik bagi karyawan yang hamil setelah
menikah ataupun diluar pernikahan).

Biaya pengobatan dan perawatan sakit atau luka akibat gempa bumi,

bencana alam, kerusuhan, perang, dan lain-lain.

5. Bantuan biaya pengobatan dan karyawan yang menerima

d.

Besarnya bantuan biaya pengobatan dan perawatan ditetapkan secara
tersendiri.

Bantuan biaya pengobatan ini hanya diberikan kepada karyawan tetap
saja. Kepada karyawan kontrak  sebelum penerimaan  dan
penandatanganan surat kesepakatan kerja akan dijelaskan bahwa dalam
surat kesepakatan kerja dicantumkan mengenai karyawan kontrak tidak
menerima bantuan biaya pengobatan, pada saat karyawan bersedia
menandatangani surat kesepakatan kerja tersebut, maka karyawan
dianggap menyetujuinya butir kesepakatan tersebut.

Bantuan biaya pengobatan tidak diberikan kepada karyawan yang
sedang menjalani masa percobaan.

Bantuan biaya persalinan diberikan kepada karyawan tetap wanita yang
mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun lebih, besarnya bantuan
persalinan ini diputuskan tersendiri.

Walaupun berhak medapatkan bantuan biaya pengobatan, akan tetapi

pengajuan permohonan bantuan kesehatan ini tidak dilakukan sesuai
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prosedur/tata cara yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka bantuan
biaya pegobatan tersebut tidak akan diberikan,
6. Prosedur atau tata cara pengajuan permohonan bantuan biaya pengobatan
a. Apabila karyawan bermaksud mendapatkan bantuan biaya pengobatan,
karyawan harus melakukan pengajuan permohonan sesuai dengan
prosedur/tata cara yang telah ditetapkan oleh perusahaan secara
tersendiri.
¢.  Bantuan dalam bentuk lain
Selain bantuan dalam bentuk jaminan sebagaimana disebutkan diatas, P.T.
Rikio Indonesia  juga memberikan bantuan lain-lain yaitu bantuan biaya
transportasi, dan biaya makan, bantuan biaya perjalanan dinas, bantuan

pernikahan dan bantuan duka.

3.3 Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Perselisihan Antara Tenaga Kerja Dengan
Pengusaha

Didalam pelaksanaan perjanjian kerja dimungkinkan terjadinya perbedaan
pendapat yang dapat menimbulkan perselisihan antara pengusaha dengan karyawan,
namun perselisthan antara pengusaha dan pekerja tidak perlu terjadi apabila prinsip-
prinsip Pancasila diterapkan dalam sistem hubungan industrial yaity sikap jujur,
tekun, dan kerjasama diantara pengusaha dan pekerja. (Payaman J. Simanjuntak,
1988:88).
Prinsip-prinsip tersebut adalah -
Pertama, pengusaha dan pekerja merupakan partner kerja dalam proses produksi.
Kedua pihak memiliki tujuan akhir yang sama. Mereka mempunyai persamaan dan
keinginan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi yang dapat menjamin
peningkatan kesejahteraan pekerja dan pengusaha.
Kedua, karyawan dan pengusaha merupakan anggota dalam satu keluarga di
perusahaan. Sebagai anggota keluarga, masing-masing pihak tidak memaksakan

kehendaknya seperti mogok dan lock out Masing-masing pihak harus selalu terbuka
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untuk mendengarkan, menerima saran, koreksi diri dan mawas diri. Apabila terjadi

perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja, maka mereka harus pertama-tama

mencoba menyelesaikan secara m usyawarah untuk mufakat dan kekeluargaan.

Ketiga, pengusaha dan pekerja adalah partner dalam menikmati keuntungan

produksi. Peningkatan produktivitas dan keuntungan perusahaan dibagi sesuai dengan

kontribusi masing-masing. Hal ini tercermin dalam sistem penggajian dan jaminan
sosial.

Apabila semua partner yang bekerjasama dalam perusahaan telah memahami
dan melaksanakan prinsip-prinsip hubungan industrial Pancasila, maka sebenarnya
tidak perlu timbul perselisihan antara pengusaha dan pekerja. Namun, kita harus
berpijak pada kenyataan bahwa masih sering terjadi kelalaian dan ketidaktahuan
pengusaha dan/atau karyawan mengenal tanggung jawab dan haknya sehingga timbul
perbedaan pendapat dan perselisihan. Hal ini tertuang dalam pasal 136 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana disebutkan bahwa :
(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib  dilaksanakan oleh

pengusaha dan pekerja/buruh  atau serikat  pekerja/serikat  buruh secara
musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
melalui prosedur penyelesaian perselihan hubungan industrial yang diatur dengan
Undang-Undang.

Di dalam hal penyelesaian melalui upaya tersebut tidak memperoleh hasil
kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka penyelasaiannya ditempuh
melalui arbitrase wajib oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang memberi wewenang

membuat putusan yang mengikat.
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P.T. Rikio Imdonesia berusaha menghindari terjadinya perselisihan, oleh
karena itu apabila ada keluh kesah dari karyawan akan diselesaikan dengan jalan
sebaik-baiknya agar keluh kesah tersebut tidak berkembang menjadi perselisihan.

Setiap keluh kesah dan perbedaan pendapat akan diselesaikan dengan jalan
musyawarah seperti yang ditetapkan dalam Pasal 41 Peraturan Perusahaan, yaitu :

I. Guna menciptakan hubungan antar manusia yang harmonis, perusahaan akan
berusaha menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dengan jalan
musyawarah.

2. Melalui atasannya karyawan dapat menyampaikan kritik atau saran yang
membangun kepada perusahaan, dan perusahaan dengan kesungguhan hati akan
memberikan tanggapan.

3. Perusahaan akan berusaha menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul akibat
ketidakpuasan.

4. Bila karyawan merasa tidak puas atas penyelesaian masalah pelanggaran atau
merasa mendapat perlakuan yang kurang adil, karyawan dapat menyampaikan
rasa keluhannya tersebut kepada perusahaan.

5. Cara penyelesaian keluhan
(1) Keluhan yang ringan dapat disampaikan langsung pada atasan.

(2) Bila keluhan tersebut dianggap berat penyampaiannya dilakukan secara
tertulis dan resmi selanjutnya diserahkan pada atasan atau bagian yang
terkait.

(3) Bila karyawan merasa tidak puas dengan penyelesaian keluhannya tersebut,
dengan persetujuan atasan langsungnya dapat menyampaikan keluhan ke
tingkat yang lebih atas.

(4) Bila cara-cara diatas telah ditempuh dan karyawan masih merasa tidak

puas, melalui Bagian Personalia keluhan tersebut dapat disampaikan pada
Direksi.
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Sejauh ini perselisihan dalam P.T. Rikio Indonesia dapat diselesaikan dengan
Jalan musyawarah untuk mufakat seperti yang dialami oleh Siti Ismawati yang telah
mendapatkan surat peringatan dari pthak P.T. Rikio Indonesia dan telah mengakui
bahwa ia memang menggunakan surat keterangan palsu (surat dokter) agar tidak
perlu masuk kerja. Dalam surat peringatan itu disebutkan bahwa apabila seorang
karyawan mendapatkan surat peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali dan ternyata
tidak mengindahkannya maka pihak P.T. Rikio Indonesia berhak untuk memutuskan
hubungan kerja dengan karyawan tersebut.

Apabila setelah diadakan perundingan, segala usaha untuk mengatasi
perselisihan dalam hubungan kerja yang berakibat PHK tidak dapat dihindarkan lagi,
untuk ini pengusaha harus merundingkan maksud PHK tersebut kepada karyawan itu
sendiri. Selanjutnya PHK baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan ijin dari P4D
(Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah). Keputusan P4D (Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) yang mencerminkan keadilan dan
didukung dengan alasan-alasan logis, bukan saja akan diterima dengan baik olch
pihak yang berselisih akan tetapi juga merupakan petunjuk dan dorongan buat mereka

untuk tidak mengalami perselisihan di masa yang akan datang.
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\

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh penulis mengenai pelaksanaan

perjanjian kerja dan pemberian jaminan sosial antara tenaga kerja dengan pengusaha

pada P.T. Rikio Indonesia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

I

pelaksanaan perjanjian kerja yang dibuat pada P.T. Rikio Indonesia telah sesua
dengan perjanjian kerja yang dibuat dan disepakati, hal ini dapat dilihat dari
bentuknya yang tertulis dengan formulir yang sudah disediakan (standart
contract), dimana perjanjian kerja tersebut dilakukan berdasarkan waktu tidak
tertentu dengan persyaratan karyawan harus menjalani masa percobaan 3 bulan.
Akibat yang ditimbulkan dari perjanjian kerja tersebut adalah hak dan kewajiban
bagi tenaga kerja dan pengusaha.

sistem pemberian jaminan sosial bagi karyawan di P.T. Rikio Indonesia diberikan
sesual dengan peraturan perundangan yang berlaku dimana selain program
Jamsostek yang telah ditentukan Juga diberikan bantuan lain berupa biaya
pengobatan serta bantuan pernikahan dan bantuan duka yang ditetapkan secara
tersendiri.

penyelesaian perselisihan yang timbul di P.T. Rikio Indonesia dilakukan dengan
Jalan musyawarah untuk mufakat, namun apabila perselisihan tersebut mengarah
ke terjadinya PHK terhadap karyawan maka prosedurnya sesuai dengan Undang-
Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan.

4.2 Saran

Setelah penulis mengetahui secara Jelas tentang pelaksanaan perjanjian kerja

dan pemberian jaminan sosial antara tenaga kerja dan dengan pengusaha di P.T. Rikio

Indonesia maka penulis dapat memberikan saran, yaitu :

48
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pelaksanaan perjanjian kerja di P.T. Rikio Indonesia telah sesuai dengan
perjanjian yang dibuat dan disepakati, tetapi ada baiknya P.T. Rikio Indonesia
sebelum mengadakan perjanjian kerja terlebih dahulu menjelaskan kepada calon
pekerja terutama mengenai hal ikhwal isi perjanjian kerja tersebut. Hal ini
dimaksudkan agar para karyawan dapat mengetahui dan memahami isi serta
maksud diadakannya perjanjian kerja tersebut, sehingga karyawan dapat
mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

P.T. Rikio Indonesia dalam hal pemberian jaminan sosial hendaknya untuk
perumusan Peraturan Perusahaan yang akan datang lebih mengacu kepada
peraturan perundangan yang baru yaitu PP No. 28 Tahun 2002

di dalam melakukan hubungan kerja hendaknya karyawan tidak melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja
terhadap dirinya sendiri, sehingga kesejahteraan diri dan keluarganya bisa

terjamin.
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Lemousan Kepada !

/3 UNIVERSITAS JEMBER
‘*i\. oV FAKULTAS HUKUM
A /4 T R‘\hm’m?'m 37 Kampus Tegalhoto Kotak Poa Q Jember 68121
¥‘—-—J“'/ < (0331)2335462 330482 Iax. 330482
Nomor ‘R743 /126.1.1/T7.9/2003 Jember. 28 Moy 2003
Lampiran
Perihal r KONSULTASY

Yih. PIMPINAN PTe RIKIO INDONE3IA
J1, Raya Sentul Purwodadi
di - PASURUAN, -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat

imenghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa !

Mama - IL3A FIRDAUSIA

NIM © 990710101053

Program S 1 Imu Hukum

Alarnal  Jl. Jawa IVb/1 Jember
Keperluan Knns‘ulfac_:i tentang Masalah

"PELAKSANAAN PERJANJ IAN KERJA DAN JAMINAN SOSIAL
TERHADA® KARYAWAN DI PT. RIKIO INDONESTA®

Sehubungan dengan hai tersebut diatas karai mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunalzan  untuk melengkapi bahan
penyusunan skrepsi.

Atas hantuan dan keriasama vang haik kami ucapkan terimakasih.

o Delan.

Sn - ROPUNG-PERON PIUS, S.H., S.U. K¢
NTP- 130 608 955 )

e Yih ]\’Hh,;& Hfagia,]ﬂlﬂn..fﬂxdﬂtn ........... -

Rz i
lLang borsgngliutan
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Lampiran 2

F.T. RIKIO INDONESIA

JI. Raya Sentul, Purwodadi, Pasuruan - Jawa Timur, Indonesia
Telephone : 0341- 425102, Fax : 0341 - 425103

= OR A % KETERANGAN

NO. 05/PRS-RI/VI/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama ¢ Arief Yunianto, S.H.
Jabatan : Senior Staff Personalia & General Affair

Menerangkan bahwa

Nama : Ilsa Firdausia

NIM ¢ 950710101053

Pendidikan * Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kerja dan Jaminan

Sosial Karyvawan PT. Rikio Indonesia

Telah melakukan penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak
yang terkait di PT. Rikio Indonesia dalam rangka penyusunan

Skripsi.
Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya,

Pasuruan, 2 Juni 2003

PT. Rikio Indonesia

Arief Yunianto,S.H.

Fersonaliz & 6.2
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' P.T. RIKIO INDONESIA
JI. Raya Sentul, Purwodadi, Pasuruan - Jawa Timur, Indonesia
Telephone : 0341- 4251 02, Fax : 0341 - 425103
I
| Perjanjian Kontrak Kerja
No.L1{PLs-RI/1I1TI/03
{ana kertanda tangan i Lawah ini ;
Nama - BELE Yunianto, S.H -
abatan denlor Staff Personalia
¥y Y Rl mewakili PT. Rikio Indenesia dan ertindak AL
pemteri keria'vang s¢lanjutnya disebut sebagai Pihafﬁ4%f
|
! | Cama
i Mama ¢ Sunawan Agung Wibowo L
| , e
} o alanac ¢ Jily Redari Na, 41 Ngelruk, Sumber PUCLING ==
] 3 L
‘E (B M.::_‘an-.;
* t

w=dit2 belah pihak telah bersepakat
Pasal 1
) A pertama akan memberikan pekerjaan
kedua di PT. Rikio Indonesia
} Fihal lkedua akan menerima pekerjaan tersebut
SiRaagah=sungagub dan renuh rasa Langgung Jjawab,
Pasal 2
A. Fihak kedus akan menjalani masa kontrak selama 3

¢ Kawin
25 Tahun R

e ini Thertindak sehagai penerima

PRt sebagal Pihak Kedua

bulan, o
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pertama akan memperpanjang kontrak pihak kedua r o

; Masa kontrak ini berlakn mulai tanggal 25 Februari 20034da

akan kerakhir pada tanggal 24 Mei 2003 i)

“dh Apabila Pihak Pertama menilai bahwa Pihak Kedua dapa it

i
melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati, maka pihq?*

Selama masa kontrak pihak kedua akan menerima imbaran*

selbezar Pp. ©500.000,- (enam ratus ribu rupiah) Setigp;

Pasal 3

Fihak pertama akan melakukan penilaian terhadaﬁ
pekerjaan pihak kedua selama pihak kedua znelaksangﬁgﬁ;
rugas-Lugasnya, L?fu
i

i s - : i o dad
tlinen pertama berhak menentukan apakah pihak kedua mampui,

: o i
attaii Lldak  mampu  dalam melaksanakan tugas-tugagpggl

tama masas kontrak dilaksanakan

Pasal 4

Pasal 5
alam masa Kentrak  Pihak pertama  berhak melakukanlﬁ
pemituzan hubungan kerja secara sepihak terhadap plhakﬂgg
kedna  bilamana pihak kedua tidak mampu melaksanakap‘umﬁ
Lugag=-tugas yang telah disepakati,
Fihak pertama tidak berkewaijiban memberikan sisa

dari pihak kedua,

Pasal 6
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Pasal 7

a). Perjanjian kontrak kerja ini berpedoman pada Peratu

Perusahaan PT. Rikio Indonesia.

b). Hal-hal vyang belum diatur dalam perjanjian in

ditentukan lain atau diatur secara tersendiri

dengan kesepakatan kedua belah pihak.

t ““E Pihak Kedua

—

( Gunawan Agung W )

‘Redf Yunianto,S.H

amn

’*?ﬂ
HR



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ﬁ

Lampiran 4
PT. RIKIO INDONESIA

= T -
_SURATPERINGATANKE: _L- fb“_?___‘_ﬂ____ﬁ

Na. : o6, /SPT/PERWSM/;R—I}”\}?UM i

Dengan ini kami beritahukan kepzda saudara -

Nama ., D%\ I§Mawar) B

Nomor Induk : o€ A i, . b consa i
Jabatan & et A R i e
Bagian D Shwitg g

Berdasarkan pengamatan dan laporan yang masuk dan telah kami adakan pemeriksaan pemeriksaan, ternyata saudara telan

melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 Peraturan Perusahaan PT.RIKIO INDONESIA
antara lain :

1 | Tidak masuk kerja sebagaimana 1kt - I B :
telah ditentukan dalam PP ( 2N 1o hari )
-.' T Nna s
2 Tidi menggunakan seragam gl Bin Benluk ketidakbenaran penggunaan seragam
dengan benar ( ) ( ____________ 5 T )
3 | Terlambat masuk / kembali — g ;
kerja ( ‘ menit )
Tql Bin, Tempat merokok ;
4 | Merokok tidak pada tempatnya ( ) ( )
5 | Tidak mematuhi/ mengindahkan ~ [d— B g Ak S
_ perintah atasan ( e il et ) 8 2

6 | Lain-lain (Sebutkan)

Men ber kan kekrangan Pty ( svial  fokies?) Bl. 13 aevsius - Iq agvshs  @oeq
28 Nang @bondirye @8 hdal cblaog  howmt 1 doder kb .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini pula kami berikan Peringatan Tertulis Ke- :

@I (Pertama) ' I_:_[ I (Ketiga)
] 1 (Kedua) Terakhir

)apal disampaikan pula di sini, bahwa apabila saudara mendapatkan peringatan tertulis ini sampai 3 (tiga) kali dan atau
eringatan Terakhir dan ternyata tidak saudara indahkan, maka cukup kuat alasan kami untuk mengadakan Pemutusan
wbungan Kerja antara saudara dengan Pihak Perusahaan.

Pasviva, le devehce 20 gz,
|

ang bersangkutan, Manager Departemen Perscnalia

W (SRRE P .

0 eMauET) ;
K: 067 /

osedur ;

Yang membuat adalah Manager dan Personalia 2. Menjelaskan kepada karyawan dan meminta 3. Asli diberikan kepada karyawar: ybs.
( asli dan salinan masing-masing 1 lembar) karyawan menandatanganinya salinan disimpan oleh Personal;a
( asli dan salinan masing-masing 1 lembar)
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KETENAGAKERJAAN.* i .. -

(Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun lzﬂobﬁfténgg'é

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat
yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja
mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai
pelaku dan tujuan pembangunan;

bahwa sesual dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diper-
lukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas
tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningka-
tan perindungan tenaga kerja dan keluarganya sesual dengan harkat
dan martabat kemanusiaan;

bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksydkan untuk
menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan
kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminas| atas-dasar apapun
untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya
dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

dang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pem-
bangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau
ditarik kembali; S

f.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf
a, b ¢ d dan e perlu membentuk Undang-undang tentang
Ketenagakerjaan.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2),
33 ayat (1) Undang-Undang Dasa
1945,

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal
r Negara Republik Indonesia Tahun

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
QAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan:
JNDANG-UNDANG TENTANG KET! ENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1™
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :
L. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan
;, tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
/' Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan peker-

bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipan- .

Jaan guna menghasilkan barang dan/atau Jasa baik untuk memenuhi i

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” .
!)) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain,’ :
. Pemberi kerja adalah orang Persecrangan, pengusaha, badan hukum,
atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja derigan
~, membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
-/ Pengusaha adalah : ! «
;8. 0rang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang merija-
" lankan suatu perusahaan milik sendiri; s
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
+€. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada
di Indonesia mewakill perusahaan sebagalmana dimaksud dalam
huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

usiness News 6902/28-4-2003
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e
I:25. Maret 2003)
6. "Perusahaan-adalah - T
" @, setlap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik or-
~Vang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum,
baik 'milik'swasta  maupun ilik negara yang mempekerjakan
pekerja/buruh dengan- meimbayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain; * =, " e

. usaha-usaha soslal dan'usaiia-usaha lain yang mempunyai pengu-
rus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau
Imbalan dalam bentuk faliy s e

Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana

ketenagakerjaan secara sistematis:yang dijadikan dasar dan acuan

dalam penyusunan kebijakaf, strategi, dan pelaksanaan program
pembangunan,ke;enagakexjaan-v@_ng berkesinambungan.

Informasl ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis

data yang berbentuk angka yang felah-diolah, naskah dan gokumen

yang mempunyal, artl, njlal. dan makna tertentu mengenal
ketenagakerjaan.. ¥

Pelatihan kerja: adalah keseluruhan keglatan untuk memberi,

mempercleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi

kerja, produktivitas;. disiplin,sikap, dan: etos kerja: pada tingkat
keterampllan 'dan keahllan teftentu” sesuai dengan jenjang dan
kualifikasl jabatan atau pekerjaan/. N, ]
10.-Kompetensi! kerja- adalah kemampuan kerja setiap Individu yang
*“mencakup' 's'pek_p(-lzh‘getahuah;:'kéterampilan, dan sikap kerja yang
'S'ehualjdé!i&ﬁ‘ﬁfdhdbh yang ditetapkan, \

11. Pémagangant‘adalah’ bagian-'dari sistem ‘pelatihan kerja yang
diselengga rakan‘lgg.cqtg‘tﬁrpa@p"aq;arq pelatihan di lembaga pelat-
Ihan dengan) bekerja s&cara langsung di bawah bimbingan dan penga-

. wasan InstruktUr atay ‘pekerja/buruh yang lebih berpengalaman,
~., dalam prp"s_'feap[bduks!“barang"gan/a_taujasa di perusahaan, dalam
~ “rangka menguasal keteramipllanatay keahlian tertentu,

12, Pelayanan. penempatan tenaga’kerja adalah kegiatan’ untuk
mempertémukan tenaga *kerja , dengan pemberi kerja, sehingga
tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat,
minat, dan kemampuannya, dan,pemberi kerja dapat memperoleh
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan

< \maksud bekerja di wilayah Indonesia.

4. Perjanjlan kerja adalah “perjanjlan antara pekerja/buryh dengan
pengusaha atau pemberl kerja yang memuat syarat-syarat kerja,
hak, dan Kewajiban para pihak? " . . '

15., Hubungan Kerja'adalah hubunganianitara pengusaha dengan pekey-

ja/buruh berdasarkan perjanjlan kerja, yang mempunyai unsur

pekerjaan, Upah, dan perintah, " = r

Hubungan IndUstrial adalah'stiatu sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelakudalam proses produksi barang dan/atau'jasa yang
terdiri darl ynsur pengusahia, pekerja/buruh, dan pemerintah yang
didasarkan pada nilai-nilal Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, .

Serikat pekerja/gerikat byruh adalah organisasi yang dibentuk darl,

oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar

+perusghaan, yang bersifat bgbas, terbuka, mandiri, demokratis, dan

‘bertanggung .jawab - guna imemperjuangkan, membela serta

melindungl hak dan kepentlnggn pekerja/buruh serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja/buruh.dan keluarganya.

Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi
mengenal hal-hal yang berkaitin dengan hubungan Industrial di satu
perusahaan yang anggotanyd terdiri dari pengusaha dan serikat
pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagaker{aan ata unsur pekerja/buruh,
Lembaga kerja'sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi
- dan musyawarah tentang masalah keténagakerjaan yang anggota-

nya terdirl dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat

buruh, dan pemerintah. e B

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis

oleh pengusaha yang memuat _Syarat-syarat kerja dan tata tertib

perusahaan,

16.

17,

18.

20.
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BAB IV
PERENCANAAN TENAGA KERJA
DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN
Pasal 7

(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetap-
kan kebijakan dan Menyusun perencanaan tenaga kerja.

(2) Perencanaan tenaga kerja meliputj :

a. perencanaan tenaga kerja makro; dan
b. perencanaan tenaga kerja mikro.

(3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program
pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah
harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

/1. Perjanjian kerja bersama adalah Perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atay beberapa
serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha,

£ Perselfsihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yangi

23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang diren;:anakan dan

Pasal 8

24. Penutupan perusahaan {fock ouf) adalah tindakan pengusaha untuk (1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketena-

- Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertenty yang mengakibatkan berakhirnya hak dan

gakerjaan yang antara lain meliputi ;
a. penduduk dan tenaga kerja;
b. kesempatan kerja; i

kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha, C. pelatihan kerja ter masuk kompetensi kerja;
+ Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) d. produktivitas tenaga kerja; i
tahun, €. hubungan industrial; ]
. Siang hari adalah wakty antara pukul 06.00 sampai dengan pukul f. kondisi lingkungan kerja;
18.00. 9. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam, h. jaminan sosial tenaga kerja.

29. Seminggu adalah wakty selama 7 (tujuh) hari,

30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk vang sebagai imbalan dari pengusaha atay pemberi kerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan,’

1. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suaty pemenuhan kebutuhan
dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di

(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diperoleh darl semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah
maupun swasta,

(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagak-
erjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

dalam maupun di luar hubungan kerja, Yang secaralangsung atau PELA'I‘?: A?NVKERJ A
tidak langsung dapat mempertinggl produktivitas kerja dalam Pasal 9

lingkungan kerja Yang aman dan sehat.
2. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan
menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk
membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna

ketenagakerjaan, meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan,
3. Menteri adalah menteri ¥ang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan, Pasal 10
(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar
BAB I kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN (2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang
Pasal 2 mengacu pada standar kompetensi kerja,

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan

(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
dang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

(4) Ketentuan mengenal tata cara Ppenetapan standar kompetensi kerja

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan

Pasal 3 Menteri,
Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas
erpaduan dengan melalyi koordinasi fungsional lintas sektoral pusat

Pasal 11
1 daerah.

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau
meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai

Pasal 4 dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :
memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal
dan manusiawi;
mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kenja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan
daerah;
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
Yesrjahterian: dan :
meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya,

Pasal 12
(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengem-
bangan kompetens; pekerjanya melalui pelatihan kerja,
(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi
-1 DECOVATAAN VA dllsbir dnaann Wordyices #8smtost : -
(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan Yang sama untuk
mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
BAB 111
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA
Pasal §
Setiap tenaga kerja memilikj kesempatan Yang sama tanpa
Iminasi untuk memperoleh pekerjaan,

Pasal 13

(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja
pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta,

(2) Pelatihan kerja dapat diselehggarakan di tempat pelatihan atay
tempat kerja, i

(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama
dengan swasta,

Pasal 6
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang
 tanpa diskriminasi dari pengusaha.

ness News 6902/28-4-2003
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Pasal 14

(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum In-
donesia atau perorangan,

(2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dirnaksud dalam ayat
(1) wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang ber-
tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

(3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintah mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertang-
gung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

(4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga
pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15
Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan :
tersedianya tenaga kepelatihan;
adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan
tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan
pelatihan kerja.

Lo

Pasal 16

1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan
lembaga pelatihan kerja pemerintah yang telah terdaftar dapat
memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi.

2) LemLaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat
independen terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.

3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri,

Pasal 17

1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di

kabupaten/kota dapat menghentikan sementara pelaksanaan nenn .

lenggaraan pelatihan kerja, apabila

(ernyata:

a. tidak sesuai dengan arah
dalam Pasal 9; dan/atau

b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15.

') Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertal alasan dan saran
perbaikan dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan,

) Penghenlian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja
hanya dikenakan terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi
Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15.

) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan
tidak memenuhi dan melengkapi saran perbaikan sebagalmana
dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi penghentian program
pelatihan.

) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap
melaksanakan program pelatihan kerja yang telah dihentikan seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan sanksi pencabutan izin
dan pembatalan pendaftaran penyelenggara pelatihan,

 Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghen-
tian, pencabutan izin, dan pembatalan pendaftaran diatur dengan
Keputusan Menteri,

di dalam pelaksanaannya

pelatihan kerja sebagaimana dimaksud

Pasal 18
Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja
setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga
pelatinan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau
pelatihan di tempat kerja.
Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja,
Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman,.
Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan
nasional sertifikasi profesi yang independen.
Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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“ - Pasal 19 .
Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksa-
nakan dengan memperhatikan Jenis, derajat kecacatan, dan kemam-
puan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka
pembangunan ketenagakerjaan, dikembangkan satu sistem pelatihan
kerja nasional yang merupakan acuan pelaksanaan pelatihan kerja
di semua bidang dan/atau sektor,

(2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem
pelatihan kerja nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 21
Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem
pemagangan.

Pasal 22 '

(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara
peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis.

(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta
dan pengusaha serta Jangka wektu pemagangan.

(3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian
pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak
sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perysahaan
Yang bersangkutan,

Pasal 23 3
Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan
berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau
lembaga sertifikasl,

Pasal 24

Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau
di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, balk
di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Pasal 25

(1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib
mendapat izin darl Menter| atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
penyelenggara pemagangan harus berbentuk badan hukum Indo-
nesia sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaky,

(3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan Pemagangan di luar wilayah
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 26

(1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus
memperhatikan :

3. harkat dan martabat bangsa Indonesia;

b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan

¢ perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk
melaksanakan ibadahnya.

(2) Menteri atau pejabat Yyang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan
pemagangan di luar wilayah Indonesia apabila di dalam
pelaksanaannya temyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 27
(1) Menterl dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi
persyaratan untuk melaksanakan program pemagangan,
(2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Menteri harus memperhatikan kepentingan perusahaan,
masyarakat, dan negara,

Pasal 28
(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan
kebijakan serta melakukan koordinasi pelatihan kerja dan pemagan-
gan dibentuk lembaga koordinasi pilatihan kerja nasional.
(2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi
pelatihan kerja sebagaimana dimaksyd dalam ayat (1), diatur dengan
Keputusan Presiden, I o

EasalP0



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pasal 29

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembi-
naan pelatihan kerja dan pemagangan.

(2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah
peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan
pelatihan kerja dan produktivitas,

(3) Peningkatan nroduktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja,
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teknologi. dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwuilidnva

produktivitas nasional.

Pasal 30

(1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (2) dibentuk lembaga produktivitas yang bersifat
nasional.

(2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berbentuk jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivi-
tas, yang bersifat lintas sektor maupun daerah.

(3) Pembentukan, keanggotan, dan tata kerja lembaga produktivitas
nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Kepu-
tusan Presiden.

BAB VI
PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 31
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang
sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan
memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Pasal 32

1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka,
bebas, obyektil, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga
kerja pada jabatan yarg tepat sesuai dengan keahlian, keterampi-
lan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat,
martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan
pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai
dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Pasal 33
Penempatan tenaga kerja terdiri dari ;
a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
b. penempatan tenaga kerja di luar negeri,

Pasal 34
Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-
undang.

Pasal 35

(1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri
tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan
tenaga kerja.

(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja $ebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai
penempatan tenaga kerja

(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempe-
kerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang
mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental
maupun fisik tenaga kerja.

Pasal 36
Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelayanan
penempatan tenaga kerja.
Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga
kerja yang meliputi unsur-unsur :
a. pencari kerja;
b. lowongan pekerjaan;
C. informasi pasar kerja;
d. mekanisme antar kerja; dan
e. kelembagaan penempatan tenaga kerja.
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(3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpisah yang dituju-
kan untuk terwujudnya penempatan tenaga kerfa.

Pasal 37

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) terdiri dari : ;
a. instansl pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketena-

nalbaraan: A== = - Azt : = vzl
b. lembaga swasta berbadan hukum,

(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pelayanan penempatan
tenaga kerja wajib memilikl izin tertulis dari Menteri atau pejabat
yang ditunjuk.:

Pasal 38

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1) huruf a, dilarang memungut biaya penempatan,
baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan
kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.

(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, hanya dapat memungut biaya
penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga
kerja golongan dan jabatan tertentu.

(3) Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VII
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 39
(1) Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempa-
tan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan
kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
(3) Semua kebljakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap
sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, |
(4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan
dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagl
setiap keglatan masyarakat yang dapat menciptakan atau
mengembangkan perluasan kesempatan kerja,

Pasal 40

(1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui
penciptaan kegiatan yang produktif- dan berkelanjutan dengan
mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia
dan teknologl tepat guna.

(2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan
tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan
teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau
ﬁgla lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan

rja.
Pasal 41

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan
kesempatan kerja,

(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan
kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dapat dibentuk badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerin-
tah dan unsur masyarakat.

(4) Ketentuan mengenal perluasan kesempatan kerja, dan pembentu-
kan badan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal
:2; dan ayat (3) dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerin-
ah,

BAB VIII
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 42
(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib
memiliki izin tertulis darl Menteri atau pejabat Yang ditunjuk,
(2) ll::n)ber[ kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga
rja asing.

-
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(3) Kewajiban memilikiizin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak
berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga
kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler,

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam
hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

(5) Ketentuan mengenai Jjabatan tertentu dan waktu tertentu seba-
gaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri,

(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa
kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh
tenaga kerja asing lainnya,

Pasal 43

(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki
rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri
atau pejabat yang ditunjuk,

(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaiman. dimaksud
dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan:

a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;

b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur
organisasi perusahaan yang bersangkutan;

C. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan

d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pen-
damping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.,

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi
instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan
negara asing.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan
tenaga kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri,

Pasal 44
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai
jabatan dan standar kompetensi yang berlaku.
(2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri,

Pasal 45
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib:

d. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga
pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih tek-
nologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai
dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi

tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau
komisaris,

Pasal 46
1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi
Personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu,
!) Jabatan-jabatan tertenty sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan Keputusan Menteri

Pasal 47

) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja
asing yang dipekerjakannya.

') Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing,
badan-badan Internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan,
dan jabatan-jabatan tertentuy di lembaga pendidikan.

) Ketentuan mengenai Jjabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri,

) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan pPenggunaannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48
Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib
mulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya seteiah hubungan
Jjanya berakhir.

Pasal 49
Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta

sksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur
'gan Keputusan Presiden.
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BAB IX
HUBUNGAN KERJA
Pasal 50
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja/buruh.

Pasal 51
(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan,
(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 52

(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar .

. kesepakatan kedua belah pihak;

. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan keter-

tiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang berteqtangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
dan b dapat dibatalkan. :

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢
dand batal demi hukum,

anow

Pasal 53..y
. Segala hal dan/atau biaya yang diperiukan bagi pelaksanaan
pembuatan perjanjlan kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung
jawab pengusaha. " -
Pasal 54 -
(1) Perjanjian kerja yang dib aLsecara)tertulis sekurang-kurangnya
‘memuat ;.
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
C. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan; )
e. besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. syarat-syarat kerja Yang memuat hak dan kewajiban pengusa-
ha dan pekerja/ buruh;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
. I tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja,

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

(3)- Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat
sekurang-kurangnya' rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan
hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-
masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. '

Pasal 55
Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah,
kecuali atas persetujuan para pihak,

¢ Pasal 56
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak
tertentu.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam,
ayat (1) didasarkan atas H
a. jangka waktu; atay "
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 57

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertenty dibuat secara tertulis serta
harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin, » ;

(2) Perjanjian kerja untuk wakty tertentu yang dibuat tidak tertulis
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

(3) Dalam hal perjanjlan kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa
asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara
keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam
bahasa Indonesia,
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Pasal 58
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan
adanya masa percobaan kerja.
(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang
disyaratkan batal demi hukum.

Pasal 59

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesal atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang
tidak terlalu lama dan nalina fam= 3 fhiany eob o

C. pekenaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan bary,
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau
diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu
tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya
boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu
tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja
waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara
tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan,

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan
setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan
perjanjian kerja waktu tertentu Inl hanya boleh dilakukan 1 (satu)
kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5),
dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak
tertentu.

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri.

,Pasal 60
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan
masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum
yang berlaku.

Pasal 61
(1) Perjanjian kerja berakhir apabila :

3. pekerja meninggal dunia;

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

¢. adanya putusan pengadilan dap/atau putusan atau penetapan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yanj dicantumkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha
atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan,
pewarisan, atau hibah.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/
buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan
lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak
pekerja/buruh.

(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli
waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah
merundingkan dengan pekerja/buruh,

(5) Dalam hal pekenja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh
berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yanq berlaku atau hak-hak yang telah diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.
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Pasal 62

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum
berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu
tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), piliak yang mengakhiri
hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya
sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka
waktu perjanjian kerja.

Pasal 63
(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan,
maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagl peker‘= !
buruh yang bersangkutan.
" (2) Surat pengangkatan sebagaimana aimaksud aalam ayat (1), seku-
rang-kurangnya memuat keterangan:
a. nama dan alamat pekerja/buruh;
b. tanggal mulal bekerja;
¢. jenis pekerjaan; dan
d. besarnya upah.

Pasal 64
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan
pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulic.

Pasal 65

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat
secara tertulls.

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada nerusahaan lain seba-

" gaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhl syarat-syaral

sebagal berikut:

a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dar
pemberi pekerjaan;

¢. merupakan kegiatan penynjang perusahaan secara keseluruhan
dan

d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) haru.
berbentuk badan hukum.

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh padi
perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang
kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerj¢
pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturar
perundang-undangan yang berlaku.

(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebadaiman:
dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusar
Menteri.

(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagalmana dimak
sud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antar:
perusahaan lain dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapa
didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjiai
kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaiman:
dimaksud dalam Pasal 59.

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dal
ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerj:
pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralil
menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pembe!
pekerjaan. .

(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi peker
jaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerj.
pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubunga
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

Pasal 66

(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tida
boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiata
pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan prose
produksl, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yan
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang ata
kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produk:
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
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adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh;
perjanjian kena yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana
dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu ter-
tentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang
dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta
perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh; dan
. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan
perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-
pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan
hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat
(2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi,
maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan
kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

7.

BAB X
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu
Perlindungan
Paragraf 1
penyandang Cacat
Pasal 67
Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat
waiib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat
kecacatannya.
“Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
herlaku,

Paragraf 2
Anak
Pasal 68
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

. Pasal 69

) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecual-
ikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampal dengan
15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang
tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan
sosial.

) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

izin tertulis dari orang tua atau wali;

perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

keselamatan dan kesehatan kerja;

adanya hubungan kerja yang jelas; dan

g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, fdan g
dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

~panoy

Pasal 70

) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan
bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan cleh
pejabat yang berwenang.

) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur
14 (empat belas) tahun.

) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan
dengan syarat )
a. diben petunjuk yangq jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan

serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan;
dan

b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
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Pasal 71

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan
minatnya.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wajib memenuhi syarat :
a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
¢c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan

fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

(3) Ketentuan mengenal anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat
dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/
buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat
kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73
Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja,
kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 74
(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada
pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1)
meliputi

a.-segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau
menawarkan -anak untuk pelacuran, produksi pornografi,
pertunjukan pomo, atau perjudian;
segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau
mellbatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman
keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan,
atau moral anak.

(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, kesplama-
" tan, atau moral anak sebagaimana dimassud dulaii ayai{<) huruf d
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

d.

Pasal 75
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak
yang bekerja di luar hubungan kerja.
(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Perempuan
Pasal 76

(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan
belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00.

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil
yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan
keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara
pukul 23.00 s.d. pukul 07.00.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara
pukul 23.00 s.d. pukul 07.00 wajib :

a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jerput bagi pekerja/
buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul
23.00 s.d. pukul 05.00. .

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur
dengan Keputusan Menteri. )

Paragraf 4
Waktu Kerja
<" Pasal 77
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi.:
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8(delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan

3 TY T PPETTE TSR LTI ST N T b T T I PV SN Er (L PRSP VAR


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4 Ketentuan waktu kenja sebagaimana dimaksud dalam a'‘at (2) tidak
/ berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
/-‘(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri,

Pasal 78

(1) Pengusaha yang mempekenakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi
syarat:

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga)
jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1
(satu) minggu.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja
lembur,

(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Keputusan Menteri.

* pasal 79
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cut kepada pekerja/
buruh. i
(2) Waktu istirahat dan cuti‘sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
meliputi : i i
a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam
setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu
istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam *

1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja
dalam 1 (satu) minggu;

C. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah
pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas)
bulan secara terus menerus; dan

d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilak-
sanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1
(satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6
(enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama
dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas
istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya
berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf ¢ diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusa-
haan, atau perjanjian kerja bersama.

(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf
d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan
tertentu.

(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur
dengan Keputusan Menter:.

Pasal 80
Pengusaha wajih memberikan kesempatan yang secukupnya
kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh
agamanya.

Pasal 81

(1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit
dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada
hari pertama dan kedua pada waktu haid.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjfan kerja
bersama.
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1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5
(satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5
(satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan
dokter kandungan atau bidan.

(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan
berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai
dengan surat keteranganidokter kandungan atau bidan.
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Pasal 83
Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus
diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika halitu harus
dilakukan selama waktu kerja.

Pasal 84
Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, ¢, dan d,
Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

) Pasal 85

(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.

(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pac'a
hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus
dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada
keddaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan
pengusaha, ;

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan
pekerjaan pada hari libur resml sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) wajlb membayar upah kerja lembur.

(4) Ketentuan mengenal jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyal hak untuk memperoleh perlin-
dungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
¢. perlakuan yang sesuai dengan harkat dap martabat manusia serta
nilal-nilai agama. -
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselama-
tan dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselama-
tan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen
perusahaan.
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengupahan
Pasal 88 :

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang
layak bagl kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan .yang melindungi
pekerja/buruh,

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) meliputi ;

. upah minimum;

. upah kerja lembur;

. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;

. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar

pekerjaannya; |

. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya:

' Sentuk dan cara pembayaran upah;

. denda dan potongan upah;

. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan,

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan
dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

an ow
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Pasal 89

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)
huruf a dapat terdiri atas :

8. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/
kota;

b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau
kabupaten/kota;

2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan
kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.

3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan
Pengupahan Provinsi dan/atay Bupati/Walikota.

4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup
layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan
Menteri.

| Pasal 90
) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah mini-
mum sebagaimana dimaksud dalam Pasa| 89.
') Bagi pengusaha vang tidak mampu membayar upah minimum seba-
gaimana dimaksud daiam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
) Tata cara Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
dengan Keputusan Menteri,

Pasal 91

) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak
boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih
rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib
membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

Pasal 92
| Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhati-
kan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas,
Ketentuan mengenar struktur dan skala upah sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri,

Pasal 93
Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan
pekerjaan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan
pengusaha wajib membayar upah apabila ;
3. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
b. pekerja/buruh Perempuan yang sakit pada hari pertama dan

C. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh meni-

anak atau menanty atay orang tua atau mertua atay anggota
keluarga dalam satu rumah meninggaldunia;
d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang
menjalankan kewajiban terhadap negara;
2. pekerja/burub tidak dapat melakukan pekerjaannya karena
menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanji-
kan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena
kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat
dihindari pengusaha;
. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh
atas persetujuan pengusaha; dan
pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan,
pah yang dibayarkan’ kepada pekerja/buruh ¥ang sakit sebagai-
1ana dimaksud dalam ayat (2) huruf a sebagal berikyt :
- untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus persera-
tus) dari upah; '
untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima
perseratus) dari upah;
untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh persera-
tus) dari upah; dan
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d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persera-
tus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan
oleh pengusaha.

(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk
bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf ¢ sebagai
berikut :

a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3(tiga) hari: 72 )

b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

C. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; (r)

d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; cr )

e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk
selama 2 (dua) hari;

f. suamifisteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal

dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar
untuk selama 1 (satu) hari.
Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama,

£

—

Pasal 94
Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tun-
jangan tetap maka besamya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh
puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

Pasal 95

(1) Pelanggaran yang dilak'kan oleh pekenja/buruh karena kesengajaan
atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.

(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengaki-
batkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai
dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau
pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.

(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-
hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan
pembayarannya,

. Pasal 96
Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala
pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Pasal 97
Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengu-
pahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan seba-
gaimana.dimaksud dalam Pasal 88, penetapan upah minimym sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 89, dan pengenaan denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah,

Pasal 98

(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebija-
kan pengupahan yang akan di tetapkan oleh pemerintah, serta untuk
pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan
Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat
pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar,

(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan
Pengupahan Provinsl, Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan
oleh Gubernur/ Bupati/Walikota,

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggo-
taan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta
tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Presiden.

Bagian Ketiga
Kesejahteraan
. Pasal 99
(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh
jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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Pasal 100

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.

(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/
buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.

(3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai
dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan peru-

sahaan sebagaimana dimak;ud dalam ayat (1) dan avat (2) diator.

Aennan Parah imae Mmoo St
? Pasal 101

(1) Untuk meningkatka) kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi
pekerja/buruh dan'usaha-usaha produktif ci perusahaan.

(2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/
serikat buruh berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/
buruh, dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).

(3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
ggaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

raku.

(1) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan
Pemenntah. .

BAB XI
HUBUNGAN INDUSTRIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 102

(1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai
fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan
pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

(2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat
pekenja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan
sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan
produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan
keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan
dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan orgapisasi
pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan,
mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan
memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka,
demokratis, dan berkeadilan.

Pasal 103

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana :
serikat pekerja/senkat buruh;
0rganisasi pengusaha;
lembaga kerja sama bipartii;
lembaga kerja sama tripartit;
peraturan perusahaan;
perjanjian kerja bersama;
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan incustrial.

TR S T e N R .

Bagian Kedua
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Pasal 104

1) Setiap pekenja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat
pekerja/serikat buruh,

2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102, serikat pekerjafserikat buruh berhak menghimpun dan mengelo-
la keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi
termasuk dana mogok.

3) Besarnya dan tata' cara pemungutan dana mogok sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau
2n&garan rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersang-

utan.

Bagian Ketiga
Organisasi Pengusaha
Pasal 105
1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota orga-
nisasi pengusaha.
2) Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Bagian Keempat
Lembaga Kerja Sama Bipartit
Pasal 106.
(1) Setiap perusahaan yang memgekerjakan 50 (lima puluh) orang
ggkerg?lburuh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama
ipa

(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berfungsi sebagal forum komunikasi, dan konsultasi menoenai g
ketenagakerjaan di perusahaan. - _

(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur
pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis
untuk mewakill kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang
bersangkutan,

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggo-
taan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima
Lembaga Kerja Sama Tripartit
Pasal 107
(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan
Eendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan
ebij:kan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
(2) (Le;n a%a Kgrja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat
1), terdiri dari:
a. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupa-
ten/Kota; dan
b. Lembaga Kerja'sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota. :
(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur
gemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh,
(4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit
'sagbagalm?]na dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan
merintah,

Bagian Keenam
Peraturan Perusahaan
Pasal 108
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya
10 Ssepuluh! orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai
berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Kewajiban membuat geraturan perusahaan sebagaimana dima sud
dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki
perjanjian kerja bersama.

Pasal 109
Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung
jawab dari pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 110

(1) Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan
Eertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersang-

utan.

(2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat
pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh sebagaimana
glmarl‘(sud dalam ayat (1) adalah pengurus serikat pekerja/serikat

urun.

(3) Dalam hal di perusanaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat
pekerja/serikat buruh, wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis
untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang
bersangkutan.

Pasal 111

(1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat :

a. hak dan kewajiban pengusaha;

b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;

C. syarat kerja;

d. tata tertib Eerusahaan; dan

e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

(2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan
wajib diperbaharul setelah habis masa berlakunya.

(4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat
pekerja/ serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan
p;ambuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melaya-
n

(5) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak mencapai kesepakatan,
Lnea::(akpemturan perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu

akunya.

Pasal 112 ...
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Pasal 112

(1) Pengesahan peratiiran perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus
sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak naskah peraturan perusahaan diterima.

(2) Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah
terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh Menteri
atau pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap
telah mendapatkan pengesahan. i

(3) Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Men-
teri atau pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis
kepada pengusaha mengenai perbaikan peraturan perusahaan.

(4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal
pemberitahuan diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3), pengusaha wajib menyampaikan kemball peraturan
gerusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri atau pejahat yang

itunjuk. :

Pasal 113
(1) Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu
berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara
pengusaha dan wakil pekerja/buruh. .
(2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud dalam
ayal (1) harus mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang
ditunjuk.

Pasal 114
Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta
memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada
pekena/buruh. S e

Pasal 115
Ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan
peraturan perusahaan diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh
Perjanjian Kerja Bersama
Pasal 116

(1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh
atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan
pengusaha atau beberapa pengusaha.

(2) Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah,

(3) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan
bahasa Indonesia.

(4) Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak
menggunakan bahasa Indonesia, maka perjanjian kerja bersama
tersebut harus diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerje-
mah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 117
Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
116 ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilaku-
kan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

Pasal 118
Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) per-
Janjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di
perusahaan.

Pasal 119

(1) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/
serikat buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut berhak
mewakili pekerja/buruh dalam perundingan pembuatan perjanjian
kerja bersama dengan pengusaha apabila memiliki jumlah anggota
lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumiah seluruh pekerja/
buruh di perusahaan yang bersangkutan.

(2) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/
serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak
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memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus)
dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan maka serikat
pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perun-
dingan dengan pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang
bersangkutan telah mendapat dukungan lebih 50% (lima puluh
perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui
pemungutan suara. :

(3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
tercapai maka serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat
mengajukan kembali permintaan untuk merundingkan perjanjian
kerja bersama dengan pengusaha setelah melampaui jangka waktu
6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara
dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 120

(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat
pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh
melakukan perundingan dengan pengusaha yang jumlah
keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari selu-
ruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
terpenuhl, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan
koalisi sehingga tercapal jumlah lebih dari 50% (lima puluh
perseratus) dan seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut
untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau
ayat (2) tidak terpenuhi, maka para serikat pekerja/serikat buruh
membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara
proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat
pekerja/serikat buruh.

Pasal 121 -y 8

Keanggotaan serikat pekerja/serikat vuruh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda
anggota.

Pasal 122
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119
ayat (2) diselenggarakan oleh panitia yang terdiri dari wakil-wakil pekerja/
buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang disaksikan oleh
pihak pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan
pengusaha.

Pasal 123

(1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun
berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikal
pekerja/serikat buruh.,

(3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat
dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhiraya perjanjian
kerja bersama yang sedang berlaku.

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak
mencapal kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang
berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 124
(1) Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat :
a. hak dan kewajiban pengusaha;
b. gak %an kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/
uruh;
€. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja
bersama; dan

d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang beraku sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal
demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan.

Pasal 125
! Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan
perjanjian kerja bersama, maka perubahan tersebut merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

] 228

Pasal 126

(1) Pengusaha, sefikat peker)a/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib
melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.

(2) Pengusaha dan.serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan
isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh
pekerja/buruh,

(3) Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja
bersama kepada setiap pekerja/buruh atas biaya perusahaan.

Pasal 127

(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak
boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama.

(2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka
ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batal demi hukum dan
yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja bersama.

Pasal 128
Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang
diatur dalam perjanjian kerja bersama maka yang berlaku adalah aturan-
aturan dalam perjanjian kerja bersama.

Pasal 129

(1) Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan
peraturan perusahaan, selama di perusahaan yang bersangkutan
masih ada serikat pekerja/serikat buruh.

(2) Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikat buruh
dan perjanjian kerja bersama diganti dengan peraturan perusahaan,
maka ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan tidak boleh
lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.

Pasal 130
(1) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa
berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharui dan di perusa-
haan tersebut hanya terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh,
maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjanjian kerja
bersama tidak mensyaratkan ketentuan dalam Pasal 119.
Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa
berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan
tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh
dan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berunding tidak lagi
memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau
pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan oleh
serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya lebih 50% (lima puluh
perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan
bersama-sama dengan serikat pekerja/serikat buruh yang membuat
perjanjian kerja bersama terdahulu dengan membentuk tim perunding
secara proporsional.,
Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa
berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharui dan di perusahaan
tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh
dan tidak satupun serikat pekerja/serikat buruh yang ada memenuhi
ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan
pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan menurut ketentuan
Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3).

X Pasal 131
(1) Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja/serikat buruh atau
pengalihan kepemilikan perusahaan maka perjanjian kerja bersama
tetap berlaku sampai berakhinya jangka waktu perjanjian kerja
bersama.
(2) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-
masing perusahaan mempunyai perjanjian kerja’ bersama maka
perjanjian kerja bersama vang berlaku adalah perjanjian kerja
bersama yang lebih menguntungkan pekerja/buruh.
Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara
perusahaan yang mempunyai perjanjian kerja bersama dengan
perusahaan yang belum memniinvai nerianiian keria hereama maslag
e otigall aelja Lersama tersebut berlaku bagi perusahaan yang
bergabung (merger) sampai dengan berakhirnya jangka waktu
perjanjian kena bersama.

(2

-—

(3

—

(3

—

Pasal 132
(1) Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan
kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut.
(2) Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang
membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan cleh
pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketena-
gakerjaan.
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Pasal 133
Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuat/
perpanjangan, perubahan, dan pendaftaran perjanjian kerja bersa'
diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 134
Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban peke:
buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan (
penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 135
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerj.
dalam mewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung jav
pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah.

' Bagian Kedelapan
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
3 Paragraf 1
Perselisinan Hubungan Industrial
Pasal 136

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksana
oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat bt
secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat st
gaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengut
dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyel
kan perselisinan hubungan industrial melalui prosedur penyeles
perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-und

Paragraf 2
Mogok Kerja
Pasal 137
Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan se
pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai seb
akibat gagalnya perundingan.

Pasal 138
(1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh \
bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja |
.;.Iaat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melar
ukum, .= I E
(2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud ¢
ayat (1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersel

Pasal 139
Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang be
pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusz
yang jenis kegiatannya membahayakan kesglamatan jiwa manusia ¢
sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum
atau membahayakan keselamatan crang lain.

Pasal 140

(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum n
kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat |
wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan ir
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempa'

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seku
kurangnya memuat:

a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok

b. tempat mogok kerja;

c; glasan dan sebab-se bab mengapa harus melakukan mogok

an -

d. tanda tanga.. etua dan sekretaris dan/atau masing-masing
dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penar
jawab mogok kerja.

(3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh, -
menjadi anggota serikat pekeria/serikat brnih 3tz emberil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangan
perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinatc
atau penanggung jawab moJok kerja.

(4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud
ayat (1), maka demi menyelamatkan alat produksi da
perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sem
dengan cara:

a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada d
kegiatan proses produksi; atau !

b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogo:
berada di lokasi perusahaan.

Pasal 141 ..
[ BERSAMB!
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Pasal 141

(1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat
pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

140 wajib memberikan tanda terima.

(2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan
masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan
mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang
berselisih.

3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian
bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai
saksi,

4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan
masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang.

5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara
pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau penanggung
Jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan
untuk sementara atau dihentikan sama sekali, '

Pasal 142
) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak
sah.
) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud
calam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 143
) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat
pekerjafserikal buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang

dilakukan secara sah, tertib, dan damai.

') Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan
terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh
yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai
dengan peraturan perunaang-undangan yang berlaku,

Pasal 144

) Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, pengusaha dilarang:

a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh

lain dari luar perusahaan; atau

b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun
kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh
selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

Pasal 145
Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara
' dalam melakukan tuntutan hak normatif Yang sungguh-sungguh
inggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah,

Paragraf 3
Penutupan Perusahaan (lock-out)

Pasal 146
Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha
itk menclak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menja-
lankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.
Pengusaha tidak cibenarkan melakukan penutupan perusahaan (/ock
oul) sebagai lindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif
dari nekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
Tindakan penutupan perusahaan (Jock ouf) harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku,
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Pasal 147
Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada
perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau jenis
kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, meliputi
rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali
telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan
gas bumi, serta kereta api.

Pasal 148

(1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/
buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, serta instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-
kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan (fock
oul) dilaksanakan,

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat:
a. waktu'(hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan

perusahaan (/ock out); dan

b. alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock

oud).

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatan-

gani oleh pengusaha dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangku-
tan,

Pasal 149

(1) Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang menerima secara
langsung surat pemberitahuan penutupan perusahaan (/ock out)
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 148 harus memberikan tanda
bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam
penerimaan. ;

(2) Sebelum dan selama penutupan perusahaan (/ock ouf) berlangsung,
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
berwenang langsung menyelesaikan masalah yang menyebabkan
timbulnya penutupan perusahaan (/ock our) dengan mempertemukan
dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih,

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama
yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi,

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan
‘masalah yang menyebabkan terjadinya penutupan perusahaan
(lock oul) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial. =

(S) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara
pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh, penutupan perusahaan
(/ock ouf) dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau
dihentikan sama sekali.

(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1)
dan ayat (2) tidak diperlukan apabila:

a. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar
prosedur mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;

b. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar
ketentuan normatif yang ditentukan dalam perjanjian kerja, perat-
uran perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku,

. BAB XII
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 150

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam
undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di
badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan,
milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun
milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Basal 151 i)

e a1 T ST,
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pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam
_perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,

Pasal 151 et
.) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan aturan perusaha;
pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan atau peraturan perundang-undangarn; atau
terjadi pemutusan hubungan kerja. ..d. pekerja/buryh meninggal dynia, . ;. _
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan . : " |
kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja : ; Pasal 155 !
wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat peker]a,’senkat buruh (1) Pemutusan hlubungan keqa'mnps e 'etapan sebagajmana Lo 1 )

atau dengan pekerja/buruh apabila pekerfa/hin ih vana hercanabitan . 50 oo ool 1 51;3‘;(@{ (3) batal-demi hukum.

 Ulliniadiguai uigyula Selikal pekena/serikat buruh, . (2) Selama putusan’lembaga penyelésaian perselisihan hubungan in-
(3) Dalam h'al pemndingan_sebagaimana_dimaksud dalam ayat (2) benar- dustrial belum ditetzpkan, ,ball,i’peng;iséha m'aupun pekerja/buruh
benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat "harus tetap melaksanakan ségald kewajibannya.

memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah
memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.

(3) Pengusaha dapat’ melakukan periyimpangan terhadap ketentuan
sebagal,rnana"di_rné\kﬁllb"da,lam ‘ayat (2) berupa tindakan skorsing
‘kepada’ pekerja/buruh ‘yang sedang dalam proses pemutusan
hubungan kerja dengan tetap wajib membayar.upah beserta hak-

Pasal 152 hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara
tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan indus-

it == : Pasal ‘156
trial disertai alasan yang menjadi dasarnya. : , : o : ; =
(2) Permohonan peneta;an%ebagjalmana dimgaksud dalamayat (1) dapat (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan
diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan indus- ,membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa keqa
trial apabila telah dirundingkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
151 ayat (2). (2)IlPerhl|tung_an uang pesangon sebagalmaqa dimaksud dalam ayat (1)

3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat

paling sedikit sebagal berikut:
diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan indus- a.

.masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

trial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua)

dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan tahun, 2 (dua) bulan upah;" ks

kesepakatan. C. masa kerja 2'(dua) tahun'atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga)

tahun, 3 (tiga) bulan'upah;, - : '
Pasal 153 d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapl kurang dari 4 (empat)
1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tahun, 4 (empat) bulan upah; = "

alasan: : e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima)

a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut tahun, 5 (lima) bulan upah;
keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam)
buian‘secara terus-menerus; tahun, 6 (enam) bulan upah;

b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7
memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan (tujuh) tahyn; 7 (tujuh) bulan'ypah: ' |
peraturan perundang-undangan yang berlaku; : h. masa kerja 7 (tujuh) tahun ‘atau lebih tetapi kurang dari 8

g. peterja?lgururr\]menjifggkan ibadah yang diperintahkan agamanya; ) (d?zlapan?tahur(r,' j8(d)elapan) bulan upah; P 9

. Peker)a/buruh menikah; eyh : e i .
e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, l» masa !‘e.r-'.?;g-.,.(ge‘l.?‘?ﬁmg t'al?q.n atau lebih, 9 (sembilan) bulan

Upah? di op o el peaier G i
(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud

atau menyusui bayinya;
f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan per-

kawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan,

_dalam ayat (1) ditetapkan sebagal berikut :

Y

kecual telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, . 8" masakerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam)
atau perjanjian kerja bersama; il v . fahun, 'e:gféil.‘al bulan upah;. Pty ‘
g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus - b. masa‘kerfa' 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang darl 9
serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan keglatan (sembilan) tahn,. 3 (tiga) bulan‘upah;
serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau'di dalam €. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12
jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan . (duabelas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
ketentuan yang diatur dalam perjanjlan kerja, peraturan "'d. masa kerja'12 (duabelas) tahun atau lebih tetapl kurang dari 15
perusahaan, atau perjanjlan kerja bersama; R (lima belas) tahtin,"5 (lima) bulan'upah;
h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang e. masa kerja 15,(lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18
b_erwajib mengenal perbuatan pengusaha yang melakukan tindak (delapan bg[as),ta.r_:_unf' 6 (enam) bulan upah;
_ pidana kejahatan; : f. "masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang
i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, wama dari 21 (duapuluh satu) tahun,’ 7 (tujuh) bulan upah;
kulit, golongan, jenis kelamin, kongisi fisik, atau status per- g. masa kerja 21 (duapuluh'satu) ‘tahun atau lebih tetapl kurang
. kawinan; e dari 24 (duapuluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecela- h. masa kerja 24 (duapuluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh )

kaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat
keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum
dapat dipastikan.

2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan seba-

(4) Uang penggaritian hak

bulan upah; -

yang seharusnya diterima sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

aimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha 3. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
E:ajib mempekerjakan kemgali(pgkedajbumh yang bersa%?kgutan. b. biaya atau ongkos pulang untisk pekerja/buruh dan keluarganya
ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
Pasal 154 ¢ pehggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetap-
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) " kan 15% (lmabelasperseratus) dari uang pesangon dan atau
dak diperlukan dalam hal : _ ' uang penghargaan masa kerja \bagi yang memenuhi syarat;
- pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan

dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya;

pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran dir; sqt';,'éra‘ i
tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/

intimidasi dari pengusaha, berakhimya hubungan kerja sesual den
perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kall;
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perusahaan latals perjanjian kérja bersama,

(5) Perubahan perhiturigah Uang'pesangon, perhiturgan uang peng-

hargaan 'rnasa'-khfja,"r:dan ‘uang'periggantian hak sebagaimana
, “dimaksud dalam ayat (2); aya't‘(3)j_q-3p ayat (4) ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.
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Pasal 157
(1) Komponen upah ¥ang digunakan sebagai dasar perhitungan uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak
yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :

3. upah pokok;

b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberi-
kan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga
pembelian dari caty yang diberikan kepada pekerja/buruh secara
cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh
dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga

perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan
30 kal penghasilan sehari,

(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan
satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan
sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama
12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang

dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
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Pasal 158

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/

buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat

sebagai berikut:

a. melakukan Penipuan, pencurian, atay penggelapan barang dan/
atau uang milik perusahaan;

b. memberikan keterangan palsu atay yang dipalsukan sehingga
merugikan perusahaan;

€. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai
dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya di lingkungan kerja;

d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

€. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi

teman sekerja atay Pengusaha di lingkungan kerja;

membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan:;

9. dengan ceroboh atay sengaja merusak atay membiarkan dalam
keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan
kerugian bagi perusahaan;

h. dengan ceroboh atay S€ngaja membiarkan teman sekerja atau
Pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

I. membongkar atay membocorkan rahasia Perusahaan yang

—

seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingz:., wyald; atay

i melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang
diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atay lebih,
(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
didukung dengan bukti sebagai berikut:
4. pekena/buruh tertangkap tangan;
h. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
€. bukti lain berupa laporan kejadian ¥@ng dibuat oleh pihak yang

(4) Bagi pekerja/buryh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang
tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha
Secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai .dengan
ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya
dan pelaksanaannya diatyr dalam perjanjian kerja, peraturan
Perusahaan, atau perjanjian kerja bersama,

Pasal 159

Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan
€]a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh
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Pasal 160
(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena didugs
melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, mak:
Pengusaha tidak wajib membayar upah letapi wajib memberikai
bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang rmenjadi tanggungannyz
dengan ketentuan sebagai berikut:
3. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima per-
seratus) dari upah;
b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima per-
seratus) dari upah;
C. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima
perseratus) dari upah;
d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh
perseratus) dari upah.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk pal-
ing lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekena/
buruh ditahan oleh pihak yang berwajib,

pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6
(enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan
pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib
mempekerjakan pekerja/buruh kembali.

(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa
6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah,
maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja
kepada pekerja/buruh yang bersangkutan,

(6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial.

(7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam
Pasal 156 ayat (4), f

Pasal 161
(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atay perjanjian
kerja bersama, Pengusaha dapat melakukan Pemutusan hubungan
kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan
surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turyt.
(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-
masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetap-
kan lain dalam perjanjian kenja, peraturan perusahaan atau perjanjian
kerja bersama, Y B L =
(3) Pekeria/hiinih F7N2 Tl g uiang peiridtusan nubungan kerja dengan
~ alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang
pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang

Pasal 162 ‘
(1) Pekerja/buruh Yang mengundurkan diri atas kemauar sendiri,
memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat
4

(2) Baéi pekerja/buruh ¥ang mengundurkan diri atas kemauan sendiri,
¥ang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepenting_an pengusaha

perusahaan atau perjanjian kerja bersama,

(3) Pekerja/buruh Yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus memenuhi Syarat :

a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selam-
bat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengun-
duran diri;

b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

C. tetap melaksanakan kewajfbannya sampai tanggal mulai
Pengunduran diri,

(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas
kemauan sendir| dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan Industrial.
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Pasal 163
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungqn kerja terhadap
pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabunggn,

kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai
ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan ke ja terhadap
pekena/burih karena perubahan status, penggabungan, atau pelebu-
fan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/
buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang
Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156
ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal
156 ayat (4).

—
(9]
'

Pasal 164
(1

—

. . nekarja/u-uh karena perusahaan tutup Yang disebauxan perusahaan
mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,
atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/
buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan

ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang
telah diaudit oleh akuntan publik,

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami
kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atay bukan karena keadaan
memaksa ( force Mmajeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,
dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar
2 (Gua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa
kerja sebesar | (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan vang
henggantian hak sesuai sesyai ketentuar Pasal 156 ayat (4).

(2

—

(3

Pasal 165
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja
pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan
ekena/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1
asal 156 ayat (2), vang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali

ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan
asal 156 ayat (4).

Pasal 166 5
Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh
eninggal dunia, kepada ahij warisnya diberikan.sejumiah uang yang
-S3r perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang
Sangen sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang
nghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pgsal 156 ayat (3), dan uang
Nggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 167

) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan.kerja terhadap
pekerja/buruh karena memasukl usia pensiun dan apabila pengusaha
telah mengikutkan pekerja/buruh pada Program pensiun yang iuran-
nya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak
mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2),
uang penghargaan masa kerja sesual ketentuan Pasal 156 ayat (3),
tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan
Pasal 156 ayat (4).
Dalam hal besarnya jaminan atay manfaat pensiun yang diterima
sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pPenggantian hak
Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh
pengusaha,
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(3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam
program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha
dan pekerja/buruh, maka iyang diperhitungkan dengan uang
pesangon yaitu uang pensiun yang premifiurannya dibayar oleh
pengusaha,

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat

" (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
atau perjanjian kerja bersama,

(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang
mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada
program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada
pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal
156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan
Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (4).

(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) ayat(2), ayat(3), dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/
buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 168

""(.1) Pekerja/buruh yang mangkir selama S (lima) hari kerja atau lebih

berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi
dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua)
kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena
dikualifikasikan mengundurkan diri.

(2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama
pekerja/buruh masuk bekerja.

(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan
uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama. ;

Pasal 169

(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan Permohonan pemutusan hubungan
kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri-
al dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

8. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/

buruh;

b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;
tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atay lebih;

. tidak melakukan kewajiban Yang telah dijanjikan kepada peker-

ja/buruh;

. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan dj

luaryang diperjanjikan; atau

memberikan pekerjaan Yang membahayakan Jiwa, keselamatan,
kesehatan, dan kesusilaan Pekerja/buruh sedangkan pekerjaan
tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2
(dua) kali ketentuan Pasal 1
kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat
9antian hak sesual ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(3) Dalam hal pengusaha -dinyatakan tidak melakukan perbuatan

ayat(2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal
156 ayat (3).

) Pasal 170
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi
ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1),
Pasal 160 ayat (3),
pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersang«utan serta
membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

Pasal 171 PP e
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Pasal 171

Pekenja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja
tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan indus-
trial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1),
Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan
tidak dapat menenma pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/
buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesalan perselisihan
hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak
tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.

Pasal 172

Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan,
mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan
pekerjaannya setelah melampaul batas 12 (dua belas) bulan dapat
mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2
(dua) kall ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2
(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (4),

BAB XIII
PEMBINAAN
Pasal 173

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan
kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat
buruh, dan organisasi profesi terkait. .

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2),
dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi,

Pasal 174 -
Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, orga-
nisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi
terkait dapat melakukan kerja sama internasional dl bldang

ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. ;

Pasal 175
(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau
lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan,
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diber-
ikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal 176
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai
pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen

guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan,

Pasal 177
Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 178 .

(1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri
pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung fawabnya di bidang
ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota,

(2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagalmana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 179
(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 178 pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupa-
ten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan
: ketenagakerjaan kepada Menteri,
(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
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Pasal 180
Ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan
ban, serta wewenang pegawal pengawas ketenagakerjaan sebag
dimaksud dalam Pasal 176 sesuai dengan peraturan perundang-
gan yang berlaku.

. Pasal 181
Pegawal pengawas ketenagakerjaan dalam melaks
tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 wajib :
a. merahaslakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patu
aslakan;
b. tidak ményalahgunakan kewenangannya.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 182

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesi
kepada pegawal pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wev
khusus sebagal penyidik pegawai negeri sipil sesual dengan pe

perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyidik Pegawal Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dala

(1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta kete
tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga mel;
tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

C. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau
hukum sehubungan dengan tindak pidana di b
ketenagakerjaan;

d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau baran
dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain t
tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan

g. menghentlkan penyidikan apabila tidak terdapat cukup
yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di t
ketenagakerjaan.

(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dirr
dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perur
undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Pertama
Ketentuan Pidana
: Pasal 183
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2
tahun dangaling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling s
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling b
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), y
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meru
tindak pidana kejahatan.

. Pasal 184

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ¢
Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling si
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau c
paling sedikit Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan
banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merup
tindak pidana kejahatan.

Pasal 185

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pa
Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4
ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (
tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda p
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling ba
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
tindak pidana kejahatan.

Pasal 186

i) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan
Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1
(satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
tindak pidana pelanggaran,

N

Pasal 187

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayal (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67
ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79
dyat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan
sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling
lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling. sedikit
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
tindak pidana pelanggaran.

—~
"~
~—

Pasal 188

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78
ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan
Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
tindak pidana pelanggaran.

(1

—

(2

—

Pasal 189
Sanks pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak
menghilangkan kewajyban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti
kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 190

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi adminis-
tratif atas pelanggaran ketentlian-ketentuan sebagaimana - diatur
dalam Pasal S, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal
45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal
126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang
ini serta peraturan pelaksanaannya.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis: X
. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e
f,
g

(2)

. pembatalan persetujuan;
pembatalan pendaftaran;
. penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi;
h. pencabutan ijin.
(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 191 :
Semua peraturan pelaksanaan Yang mengatur ketenagakerjaan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti
dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
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BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 192

(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka ;

1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakuk
Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomior ¢

2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pemb
tasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsbl
Tahun 1925 Nomor 647);

3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-anak D:
Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87

4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Meng
tur Kegiatan-kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tah
1936 Nomor 208); "

5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dike
ahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545

6. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Ana
anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8); -

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berl
kunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republ
Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 195
Nomor 2);

(3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perbl
ruhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan (Lembaran Negara Tahu
1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a);

(4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenag
Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8 );

(5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjan
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembara
Negara Nomor 2270);

(6) Undang-undang Nomor 7 Pnps Tzhun 1963 tentang Pencegaha
Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Oul) Di Perusahaan, Jawatar
dan Badan Yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomer 67)

(7) Undang-undang No, 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentua
Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nome
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

(8) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaar
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaral
Negara Nomor 3702);

(9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlaku
nya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaar
(Lembaran Negara 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negar:
Nomor 3791);

(10)Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peratu
ran Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 200(
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 199¢
tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997
tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negar:
Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042)

dinyatakan tidak beriaku lagi.

Pasal 193
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
: ttd.
MEGAWATI SO{_EKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta '
pada tanggal 25 Maret 2003 }
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

' LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 39

L
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LAMPIRAN 7

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Dengan Bapak Arif Yunianto, S.H. (Senior Staff dan General Affair P,T.

Rikio Indonesia Purwodadi, Pasuruan) :

N

Bagaimanakah awal mula berdirinya P.T. Rikio Indonesia Purwodadi,
Pasuruan ?

Apakah di P.T. Rikio Indonesia setiap calon karyawan harus mengadakan
perjanjian kontrak kerja terlebih dahuly 2

Apakah di P.T. Rikio Indonesia setiap karyawan vang berusia 35 tahun
kebawah wajib mengikuti progran JAMSOSTEK ?

Pernahkah di P.T. Rikio Indonesia terjadi perselisihan antara pihak pengusaha
dengan tenaga kerja dan bagaimana cara penyelesaiannya ?

Apa sajakah program JAMSOSTEK vyang diikuti dan dilaksanakan di P.T.
Rikio Indonesia ?

P.T. Rikio Indonesia menggunakan Peraturan Perusahaan, apakah Peraturan
Perusahaan ini dijadikan dasar perjanjian kontrak kerja dan pemberian
jaminan sosial bagi karyawan ?

Dt PT. Rikio Indonesia, apakah kedudukan karyawan dengan pengusaha
sama dan seimbang ?

Dalam hal peberian gaji atau upah apakah azas no work no pay berlaku di P.T.

Rikio Indonesia ?

" \
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